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ABSTRAK
ZULFIKRAM NUR (B111 11 387) “Tinjauan Sosiologi Hukum
Terhadap Pelaku Begal Yang Dilakukan Di Kota Makassar” (Studi Kasus
Tahun 2015-2016) di bawah bimbingan bapak A.Pangerang Moenta
sebagai pembimbing I dan bapak Hasbir Paserangi sebagai
pembimbing II.
Penilitian ini bertujuan mengetahui faktor penyebab seseorang
menjadi pelaku begal yang marak dilakukan di jalanan di Kota Makassar
dan mengetahui reaksi masyarakat terhadap setiap pelaku begal yang
terjadi di jalan di Kota Makassar.
Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan membandingkan
peningkatan kejahatan begal dari tahun ke tahun dan data yang ada
tentang faktor apa yang menyebabkan orang menjadi pelaku begal.
Berdasarkan analisis data dan fakta tersebut penulis menyimpulkan
antara lain; faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal yakni
faktor ekonomi, faktor pergaulan, faktor lingkungan dan faktor pendidikan.
Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulanginya adalah guru,
orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah harus bergandeng tangan
untuk menyediakan fasilitas sebagai tempat penyaluran energi  remaja
yang tengah tumbuh kembang. Selain menyediakan fasilitas bagi remaja
untuk menyalurkan energinya kearah positif, yang harus dilakukan adalah
pendidikan karakter.
Kata kunci : sosiologi hukum, pelaku begal, kota Makassar
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ABSTRACT
ZULFIKRAM NUR (B111 11 387) “Review of Sociology of Law
Against Perpetrators robber Carried in Makassar” (Case Study Years
2015-2016) under the guidance of. Mr. A. Pangerang Moenta as a mentor
and father Hasbir Paserangi as superviosior II.
This research aims to determine factors that cause someone to
be perpetrator robber is common place on the streets in the city of
Makassar and determine public reaction to any actor begal happening on
the street in the city of Makassar.
Data were analyzed and compared the increase in crime robber
from year to year and the existing data about the factors that cause people
to become perpetrators robber.
Based on the analysis of data and the fact that the author
concluded i.e; factors affecting the crime robber namely economic factors,
social factors, environmental factors and educational factors. Efforts
should be made in overcoming it is the teacher, parents, communities, and
governments should join hands to provide the facility as a central energy
distribution adolescent growth and development. In addition to providing
facilities for young people to channel their energy towards the positive,
that should be done is character education.
Keywords : sociology of law, the perpetrator robber, Makassar City
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi yang
membawa bangsa menjadi bangsa yang maju yang seharusnya mampu
melindungi segenap bangsa, tumpah darah, dan tanah airnya,
sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD-NRI 1945). Selain dari UUD
Negara Republik Indonesia sebagai perangkat hukum, keberadaan
aparatur negara yang menjamin keamanan dan ketertiban dalam Pasal 5
ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang
Menyatakan:
“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara
yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.
Hal ini berarti kepolisian memiliki peran penting sebagai penjamin
keamanan bagi warga Negara dari ancaman yang datang dari dalam
negeri atau berasal dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang plural
merupakan potensi yang sangat riskan dengan seringnya kondisi
ekonomi, pendidikan, serta berbagai kepentingan masyarakat yang saling
bertentangan menimbulkan berbagai ancaman atas keamanan dan
2ketertiban itu.Ini dibuktikan dari beberapa pengakuan pelaku begal yang
mengatakan bahwa faktor ekonomi dan kurangnya pendidikan. Selain itu,
faktor internal keluarga juga sebagai pemicu, misalnya orang tua pelaku
begal yang tidak harmonis dalam rumah tangga.
Proses modernisasi dalam lingkungan masyarakat memberikan
banyak dampak positif maupun dampak negatif dalam kehidupan sosial.
Proses modernisasi ini mengakibatkan tingkat mobilisiasi kerja yang
semakin tinggi sehingga menyebabkan frekuensi mobilitas masyarakat
dijalanan semakin meningkat, hingga peluang untuk terjadinya berbagai
kejahatan yang ringan sampai dengan kejahatan berat banyak pula terjadi
dijalanan.
Berbagai kejahatan yang sering terjadi dijalanan menyebabkan
keresahan kepada masyarakat dalam menjalani kehidupannya.
Kebutuhan masyarakat untuk terus berpindah tempat dari suatu tempat
ke tempat lain menjadi lahan kejahatan yang baru bagi banyak pelaku
kejahatan. Kejahatan seperti penganiayaan, pemerkosaan, penipuan,
hingga perampasan barang yang belakangan ini lebih populer disebut
kejahatan begal sebagai salah satu yang menarik perhatian masyarakat
akhir-akhir ini, terkhusus di wilayah Kota Makassar.
Menurut ilmu sosiologi hukum keberadaan pelaku begal tersebut
didorong oleh kondisi ekonomi pelaku, banyak pelaku begal merupakan
anak-anak yang dibawah umur yang berasal dari keluarga menengah
3kebawah dan terpengaruhi oleh lingkungan pergaulan modern yang serba
instan. Ketidakmampuan beradaptasi dengan kondisi pergaulan modern
menjadi penyebab utamanya.
Selain itu banyak pula pelaku begal tidak mempunyai pekerjaan
dan penghasilan yang cukup, sehingga oknum tersebut menjadi pelaku
kekerasan dan perampokan yang dilakukan di jalan untuk mendapatkan
uang dengan cepat.
Kejahatan begal ini diidentikkan dengan berbagai kasus kekerasan
dijalanan, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “begal”
diartikan sebagai perampasan di jalan, artinya kejahatan begal ini
disamaartikan dengan kasus pencurian dengan adanya unsur paksaan
yang terjadi dijalanan, dan dalam kasusnya tidak jarang ditemukan begal
yang dibarengi dengan tindakan penganiayaan untuk memuluskan
kejahatannya.
Kejahatan begal ini adalah kejahatan yang sering dilakukan oleh
kriminal pengendara bermotor atau biasa disebut dengan geng motor
dikarenakan jumlah dari pelaku yang biasanyamelebihi satu orang dan
menjadikan motor sebagai alat transportasinya. Transformasi geng motor
yang dulu terkesan eksklusif perlahan terkikis dikarenakan perilaku
anarkis geng motor yang kerap dikaitkan dengan kejahatan begal.
4Popularitas dari kejahatan ini semakin meningkat karena frekuensi
kejahatan begal dijalanan semakin sering terjadi dan menjadi ancaman
serius terhadap keamanan dan ketertiban warga Negara dalam proses
mobilisasi kerja dalam era modernisasi, sehingga menghambat
pembangunan nasional.
Di Makassar ini sendiri hampir kurang lebih 402 kasus begal yang
ditangani oleh Kejaksaan Negeri di Kota Makassar. Sebagaimana yang
dijelaskan oleh bapak  Zulkarnaen bahwa sampai sempteber 2015 tercatat
kurang lebih 402 kasus begal yang dia tangani. Dimana kurang lebih
208 perkara tercatat adalah kasus Pasal 362, dan kurang lebih 90 perkara
tercatan sebagai kasus pencurian dan kekerasan yang dilakukan oleh
pemuda. Dan hampir kurang lebih 194 kasus perkara yang dilakukan oleh
anak dibawah umur1. Kurangnya didikan dan pengawasan yang diberikan
oleh orang tua sehingga mereka tidak segan-segan melakukan tindakan
kejahatan yang dapat melukai seseorang dan mengancam nyawa
seseorang.
Menurut Mantan Kapolrestabes Makassar Komisaris Besar
(Kombes) Fery Abraham menuturkan dari data 12 kapolsek di Makassar
menjelaskan bahwa  dua minggu terakhir, laporan pencurian dengan
kekerasan (Curas) mencapai 33 kasus. Kepolisian hanya berhasil
mengungkap 20 kasus dengan total 29 tersangka.
5Sementara pencurian bermotor (Curanmor) mencapai 48 kasus dan
hanya 22 kasus yang terungkap dengan 26 tersangka.Menurut Fery,
70 persen dari para penjahat ini merupakan anak di bawah umur.
Salah satu faktor yang menyebabkan mereka melakukan kejahatan
karena ekonomi. "Faktor narkoba juga menjadi penyebab besar.
Karena mereka ingin memakai narkoba, mereka rela menjadi penjahat
untuk mencuri. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa faktor lingkungan
dan pergaulan juga sangat penting dalam hal seseorang dapat melakukan
perbuatan kejahatan pembegalan.
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari judul skripsi ini, adalah;
1. Apa faktor penyebab seseorang menjadi pelaku begal
di Kota Makassar?
2. Bagaimana penegakan hukum yang berkaitan dengan pelaku
begal di Kota Makassar?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan  dari penelitian ini, adalah
1. Mengetahui faktor penyebab seseorang menjadi pelaku begal
di Kota Makassar.
2. Mengetahui proses penegakan hukum yang berkaitan dengan pelaku
begal di Kota Makassar.
6D. Manfaat Penelitian
Penulis mengaharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat serta
berguna dan tidak menjadi “sampah” bagi dunia pendidikan (akademisi)
terjadi saat ini karena nilai suatu penelitian yang menghabiskan banyak
biaya dan energi ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil
dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis
dari penelitian ini antara lain:
1. Manfaat teoritis
a) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya
dan sosiologi hukum pada khususnya.
b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai
referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi
penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan
mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum
sebagai bekal untuk masuk dalam instansi penegak hukum
maupun untuk praktis hukum dalam memperjuangkan penegak
hukum.
7BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Kejahatan Begal
Begal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah
merampas di jalan, artinya kejahatan begal ini adalah kejahatan yang
dilakukan dengan cara merampas barang yang dimiliki orang lain dengan
jalanan sebagai lokasi kejahatannya.2 Kejahatan begal ini juga
disamaartikan dengan kejahatan perampokan yang sering dibarengi
dengan tindak kekerasan.
Kejahatan begal sering diidentikkan dengan perilaku anak muda
yang membentuk kelompok tidak terarah dengan menjadikan kendaraan
roda dua sebagai alat transportasinya atau dalam media sering disebut
sebagai geng motor. Perilaku ini kebanyakan didorong oleh kesamaan
nasib yang dialami person yang ada didalam kelompok itu, seperti
ketidakmampuan secara ekonomi atau ketertinggalan dalam hal
pendidikan. Aksi begal jelas menggangu keamanan masyarakat
(public security) dan bahkan mengancam keamanan insani
(human security). Istilah “begal” merupakan istilah yang hanya muncul
di masyarakat Indonesia saja.
Di dalam fenomena masyarakat begal sangat sering terjadi
dikarenakan adanya kesempatan dan keahlian terhadap pelaku begal
tersebut. Pelaku begal mempunyai kesempatan dan keahlian untuk
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
8melakukan pembegalan terhadap semua korbanya. Kesempatan yang
didapatkan oleh pelaku begal apabila korbannya tidak memperhatikan
keselamatan dan tidak memperhatikan barang bawaan yang mereka
bawa dari rumah mereka. Selain itu pelaku begal juga mempunyai
keahlian yang mereka punya untuk melumpuhkan para korban begalnya.
Ketika adanya kesempatan dan keahlian yang dipunyai oleh pelaku
begal maka dari itu mereka tidak akan segan-segan melakukan kejahatan
begal kesetiap korban yang mereka incar di jalanan. Selain hal tersebut
di dalam fenomena yang terjadi di masyarakat ternyata, ada beberapa
faktor yang sering disebabkan sehingga terjadinya kejahatan begal yaitu
disebabkan faktor ekonomi, faktor pendidikan yang kurang cukup dan
faktor lingkungan dan faktor lengahnya aparat penegak hukum dalam
mengawasi dan mengamankan kondisi jalan raya di malam hari.
Sehingga pelaku begal tersebut melakukan pembegalan di jalan raya.
Selain dari pada itu meningkatnya kebutuhan primer dan sekunder
yang semakin hari semakin meningkat sehingga ini juga adalah salah satu
faktor yang menjadikan seseorang melakukan kejahatan begal, dimana
seseorang yang mengalami kekurang ekonomi dan mempunyai
kebutuhan yang banyak  sehingga dapat memacu seseorang melakukan
pembegalan.
Hampir 60% kasus pembegalan dilakukan karena faktor ekonomi
sebagaimana yang dilakukan oleh seorang remaja yang tertangkap
di jalan rappocini. Dia membegal seorang wanita yang melintas di jalan
rappocini menurut pengakuan tersangka dia melakukan hal tersebut
9karena dia membutuhkan uang untuk membiayai anak dan istrinya.
Atas kelakuannya dia ditangkap dan diberikan sanksi yang setimpal
dengan perbuatannya.
Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang
menyebabkan terjadinya pembegalan adalah faktor ekonomi yang dapat
mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan begal.
Selain dari pada faktor ekonomi yang dapat menyebabkan
seseorang melakukan kejahatan begal ada juga faktor lingkungan yang
dimana faktor ini sangat mempengaruhi dari segi karakter dan
membentukan mental seseorang sehingga seseorang tidak mudah
melakukan kejahatan begal. Menambahi hal tersebut akibat tindakan
bullying yang terjadi dalam kehidupan anak remaja tersebut dapat menjadi
pemicu dari begal. Dimana hampir di setiap kehidupan anak remaja masih
banyak terjadi kasus bullying dan premanisme3.
Kebutuhan tambahan untuk melakukan kegiatan anak remaja yang
tidak dapat terkabul seperti uang untuk pacaran, duit untuk merokok, atau
membeli minuman keras tersebut menjadi salah satu faktornya juga.
Salah satu dampak adanya kasus pembegalan yaitu memasuki
tahun 2015, masyarakat dikejutkan dengan makin maraknya tindak
kejahatan perampasan kendaraan bermotor roda dua, yang diistilahkan
sebagai begal. Keberadaan begal yang menggunakan kendaraan
bermotor akhir-akhir ini memang semakin meresahkan masyarakat.
3 http://www.kompasiana.com/shinadadevisa/begal-dan-begitu-banyak-
faktornya_54f89e28a33311cc098b46a6
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Aksi kekerasan dan kriminal yang diduga dilakukan parah anggota begal
semakin sering terjadi di berbagai wilayah Kota. Diperlukan ketegasan
aparat keamanan untuk menghentikan aksi begal tersebut.
Geng Motor juga menjadi penyebabnya, kekerasan yang identik
dengan geng motor adalah salah satu cara untuk mewujudkan
kepentingan dari kelompok geng motor tersebut sehingga dengan
berkelompok yang dinamakan suatu geng yang bermotor dapat membegal
korban dengan mudah dan merampas barang dengan kekerasan.
Sepeda Motor adalah hal yang sering diincar oleh pembegal dikarenakan
harganya yang relatif murah dan dapat dijual dengan cepat.
Sebagaimana di kota Makassar juga sudah ada beberapa kasus
pembegalan yang dilakukan anak remaja.
B. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum
Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara
teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap
hukum dan sebaliknya4. Sosiologi hukum tidak lepas dari fakta atau
realitas karena sosiologi hukum berparadigma fakta sosial.
Sosiologi hukum merupakan cabang khusus dari sosiologi yang
berperhatian untuk mempelajari hukum tidak sebagai konsep-konsep
normatif melainkan sebagai fakta sosial. Berparadigma fakta sosial berarti
tidak mengkaji nilai, norma atau ide apapun tentang hukum
4 Soerjono Soekanto, 1994, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta, hlm. 21
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Kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa
pandangan. Di antara pandangan-pandangan itu, diuraikan berikut5:
1) Kajian Normatif
Kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai
kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh
dilakukan. Kajian normatif sifatnya prespektif yaitu bersifat menentukan
apa yang salah dan apa yang benar. Kajian-kajian normatif terhadap
hukum antara lain : Ilmu Hukum Pidana Positif, dan Ilmu Hukum
Tatanegara Positif. Dengan kata lain, kajian normatif mengkaji law in
books. Kajian normatif dunianya adalah das sollen (apa yang
seharusnya).
2) Kajian Filosofis
Kajian filosofis merupakan kajian yang memandang hukum sebagai
seperangkat nilai ideal, yang seyogyanya senantiasa menjadi rujukan
dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah hukum.
Kajian filosofis sifatnya ideal. Kajian ini diperankan oleh kajian
Filsafat Hukum. Dengan perkataan lain, kajian filsafat hukum itu mengkaji
law in ideas.
3) Kajian yang Empiris
Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai
kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain.
Kajian ini bersifat deskriptif. Kajian-kajian empris antara lain :
5 Achmad Ali, 1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Yarsif Watampone,
Jakarta, hlm. 3-5.
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Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, dan Psikologi Hukum. Dengan kata
lain kajian empiris mengkaji law in action.
Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya
fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori
sosiologis, sehingga sering disalah-tafsirkan bukan hanya oleh kalangan
nonhukum, tetapi juga dari kalangan hukum sendiri6.
Curson menjelaskan penggunaan istilah legal sociology juga
menunjukkan studi spesifik tentang situasi-situasi di mana aturan-aturan
hukum beroperasi, dan tingkah laku yang dihasilkan dari beroperasinya
aturan-aturan hukum itu7.
Dengan demikian yang membedakan antara Ilmu Hukum (normatif)
seperti Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Tatanegara, dan Ilmu Hukum
Acara dengan Sosiologi Hukum Pidana, Sosiologi Hukum Tatanegara,
Sosiologi Hukum Acara, adalah ilmu normatif menekankan kajian pada
law in books, hukum sebagaimana seharusnya dan karena itu berada
dalam dunia sollen. Sebaliknya, sosiologi hukum menekankan kajian pada
law in action, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku
manusia yang berarti berada di dunia sein. Sosiologi hukum
menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sebaliknya ilmu
hukum menggunakan pendekatan normatif yang bersifat
prespektif8.sosiologi dapat juga dipandang sebagai suatu alat pembantu
dari studi hukum, suatu penolong dalam pelaksanaan tugas-tugas profesi
6 Ibid, hlm. 9.
7 Ibid, hlm. 138.
8 Ibid, hlm. 11.
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hukum. Analisis sosiologis tentang fenomena-fenomena yang diatur oleh
hukum, dalam membantu para pembuat undang-undang atau pengadilan
dalam membuat putusannya. Dan yang benar-benar penting adalah fungsi
kritis dari sosiologi hukum, sebagai suatu penolong dalam meningkatkan
kesadaran kaum professional hukum dalam menjalankan fungsi-fungsi
kemasyarakatannya.9Jadi, sosiologi hukum bukanlah sosiologi ditambah
hukum. Itulah sebabnya sehinga pakar sosiologi hukum adalah seorang
yuris dan bukan seorang sosiolog. Tidak lain karena seorang sosiolog
hukum harus mampu membaca, mengenal, dan memahami berbagai
fenomena hukum sebagaiobjek kajiannya.
Pada saat ini, diberbagai fakultas hukum baik negeri maupun swasta
di indonesia pengajaran hukum positif masih saja merupakan bagian yang
pling penting. Hal ini disebabkan oleh karena, masyarakat masih
mengharapkan agar lulusan-lulusan fakultas tersebut  menghasilkan
tenaga-tenaga yang memiliki keterampilan menggarap masalah hukum.
Berkaitan dengan hal tersebut, pengajar ilmu hukum akan lebih
difokuskan pada sifat perspektifnya, yaitu dengan memberikan
pengetahuan tentang apa hukumnya bagi suatu kejadian tertentu serta
bagaimana mengoperasikan peraturan-peraturan hukum.
9 Ibid, hlm. 13
14
Disiplin perspektif merupakan sistem ajaran yang menentukan
apakah yang seyogiannya atau yang seharusnya dilakukan dalam
menghadapi kenyataan. Disiplin hukum sebenarnya merupakan disiplin
perspektif, mencankup :
A. Ilmu-ilmu hukum, yakni :
1. Ilmu tentang kaidah yang menelaah hukum sebagai kaidah atau
sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik dan ssitematik hukum.
2. Ilmu pengertian, yaitu ilmu tentang pengertian-pengertian dasar
darisistemhukum sebagai berikut :
a. Subjek hukum
b. Hak dan kewajiban
3. Madzhab kebudayaan dan sejarah (Von savigny, maine):
a. Kerangka budaya dari hukum , termasuk hubungan antar
hukum dan sistem nilai-nilai.
b. Hukum dan perubahan-perubahan sosial.
4. Aliran utilitarianisme dan Sosiologocal Jurisprudence
(Bentha, Jhering, Ehrlich Serta Pound) :
a. Konsekuensi-konsekuensi sosial dari hukum (w. Friedman,
1967  : 234)
b. Penggunaan yang tidak wajar dari pembentuk undang-
undang.
c. Klasifikasi tujuan-tujuan mahluk hidup dan tujuan-tujuan
sosial.
15
5. Aliran Sosiologocal Jurisprudence (Ehrlich, Pound) dan legal
realism (holmes , liewellyn, frank):
a. Hukum sebagai mekanisme pengadilan sosial.
b. Faktor-faktor politik dan kepentingan dalam hukum,
termasuk hukum dan startifikasi sosial.
c. Hubungan antar kenyataan hukum dengan hukum yang
tertulis.
d. Hukum dan kebijakan-kebijakan hukum
e. Segi peri kemanusiaan dalam hukum
f. Studi tentang keputusan-keputusan pengadilan dan
pola perilaku-perilakunya.
Sebagaimana disebut diatas bahwa istilah sosiologi hukum untuk
pertama kalinya dipergunkan oleh Anzilotti. Akan tetapi ditinjau dari sudut
sejarah sosiologi hukum penyebutan ini kurang berarti. Hal tersebut
dikarenakan tidak ada penjelasan selanjutnya mengenai perkembangan
selanjutnya  sejak saat itu. Sementara itu, pandangan atau uraian yang
lebih subtansial sifatnya bagi perkembangan ilmu pengethuan ini datang
dari Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Max Waber, Karl Liewellyn, dan
Durkhem.
Sebagaiamana telah dijelaskan terlebih dahulu perkembangan
sosiologi hukum tidak mungkin dilepaskan dari pengaruh fisafat hukum,
ilmu hukum dan sosiologi. Filsafat hukum, dalam hal ini para ahli filsafat
hukum, sebenarnya merupakan pembuka jalan terbentuknya dan
perkembangan selanjutnya dari sosiologi hukum.
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Pengaruh yang khas dari filsafat hukum terlihat jelas pada kegiatan
untuk menetrralisirkan atau merelatifkan dogmatik hukum. Hal ini
disebabkan karena tekanan lebih banyak diletkkan pada beraksinya atau
berprosesnya hukum (law in action). Roscoe pound, misalnya
berpendapat bahwa hukum adalah suatu proses yang mendapatkan
bentuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan
keputusan hakm. Pound mengemukakan idenya tentang hukum sebagai
saran untuk mengarahkan dan membina masyarakat. Untuk memenuhi
fungsi tersebut, sorotan yang terlalu besar pada aspek statis dari hukum
harus  ditinggalkan. Salah satu ide roscoe pound yang terkenal , dalam
kaitannya dengan fungsi hukum didalam masyarakat, adalah law as a tool
of social engineering.
Untuk memahami bekerjanya hukum, dapat dilihat fungsi hukum itu
dalam masyarakat. Fungsi hukum dimaksud, dapat diamati dari
beberapa sudut pandangseperti yang sebagian telah dikemukakan,
yaitu (1) fungsi hukum sebagai sosial control di dalam masyarakat;
(2) fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat;
(3) fungsi hukum sebagai symbol pengetahuan; (4) fungsi hukum
sebagai instrumen politik; (5) fungsi hukum sebagai alat integrasi.
Hal dimaksud diuraikan sebagai berikut.
1. Fungsi Hukum sebagai Kontrol Sosial
Fungsi hukum sebagai sosial control merupakan aspek yuridis
normative dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut
pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta
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akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, perintah-perintah,
pemidanaan, dan ganti rugi. Sebagai alat pengendalian
sosial,hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku
yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari
hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai
perilaku yang tidak baik.Setiap masyarakat mempunyai perbedaan
kuantitas sanksi terhadap penyimpangan tertentu terhadap hukum.
Sebagai contoh dapat diungkapkan, bagi masyarakat muslim
di Mekah, orang yang berzina dikenai hukuman cambuk 100 kali
bagi pezina pemuda/pemudi dan hukuman rajam bagi pezina
janda/duda . lain halnya pada masyarakat muslim di Indonesia,
saat ini tidak ditemukan sanksi hukum yang demikian, baik bagi
pezina pemuda/pemudi maupun pezina janda/duda.
Dengan demikian, tingkah laku yang menyimpang merupakan
tindakan yang tergantung dari control sosial masyarakat atau
sanksi hukum yang dijadikan acuan untuk menerapkan hukuman.
Hal itu berarti control sosial adalah segala sesuatu yang dijalankan
untuk melaksanakan proses yang direncanakan dan yang tidak
direncanakan untuk mendidik dan mengajak warga masyarakat
agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai
kehidupan masyarakat yang bersangkutan.
Dari uraian di atas, tampak bahwa manfaat yang dapat
diperoleh dari kontrol sosial terhadap penyimpangan perilaku
seseorang yang terjadi dalam masyarakat adalah pranata hukum
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berfungsi bersama pranata lainnya dalam melakukan pengendalian
sosial. Selain itu, dapat diketahui bahwa pranata hukum itu pasif,
yaitu hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan sosial
dalam masyarakat. Oleh karena itu, terlaksana atau tidaknya fungsi
hukum sebagai alat pengendalian sosial amat ditentukan oleh
faktor aturan hukum dan faktor pelaksana hukum.
2. Fungsi Hukum sebagai Alat untuk mengubah Masyarakat
Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang
disebut oleh Roscoe Pound a tool of social engineering.
Perubahan masyarakat dimaksud terjadi bila seseorang atau
sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai
pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan
memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam
melaksanakan hal itu langsung tersangkut tekanan-tekanan untuk
melakukan perubahan, dan mungkin pula menyebabkan
perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga lainnya.
Sebagai contoh dapat diungkapkan bahwa sebelum
Nabi Muhammad hijrah (pindah) dari kota Mekah ke kota Madinah,
penduduk yang mendiami kota Madinah selalu berperang
(suku Aus dan suku Khazraj).
Namun sesudah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah,
penduduk Madinah tidak ditemukan berperang karena tunduk dan
patuh kepada kepemimpinan Muhammad sebagai kepala negara
yang mengayomi seluruh penduduk Madinah. Melihat hal ini,
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tampak bahwa hukum yang dijadikan acuan oleh penduduk
Madinahdi bawah kepemimpianan Muhammad mengubah
masyarakat yang suka berperang di antara suku-suku menjadi
masyarakat yang bersatu dan tunduk kepada hukum.
Ada 4  (empat) faktor minimal yang perlu diperhatikan dalam
hal penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat.
Faktor dimaksud diungkapkan sebagai berikut.
1) Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta
ajaran-ajaran hukum.
2) Melakukan studi sosiologis dalam mempersiapkan peraturan
perundang-undangan serta dampak yang ditimbulkan dari
undang-undang itu.
3) Melakukan studi tentang peraturan perundang-undangan yang
efektif.
4) Memperhatikan sejarah hukum tentang bagaimana suatu hukum
itu muncul dan bagaimana diterapkan dalam masyarakat
Selain empat faktor di atas, yuris yang beraliran sosiologis
melihat hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat
disempurnakan melalui usaha-usaha manusia yang dilakukan
secara cendekia dan menganggap sebagai kewajiban mereka
untuk menemukan cara-cara yang paling baik untuk memajukan
dan mengarahkan usaha itu.
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3. Fungsi Hukum sebagai Simbol
Fungsi hukum sebagai simbol merupakan makna yang dipahami
oleh seseorang dari suatu perilaku warga masyarakat tentang
hukum. Sebagai contoh dapat dikemukakan, seseorang yang
mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki, dengan jalan
melawan hukum, oleh hukum pidana disimbolkan sebagai tindakan
pencurian. Karena itu simbol pencuri, berarti orang itu pelakunya
menyimpang dalam bentuk pencurian.
4. Fungsi Hukum sebagai Alat Politik
Fungsi hukum sebagai alat politik dapat dipahami bahwa dalam
sistem hukum di Indonesia peraturan perundang-undangan
merupakan produk bersama DPR dengan pemerintah sehingga
antara hukum dan politik amat susah dipisahkan. Hukum dimaksud
adalah yang berkaitan langsung dengan negara. Namun demikian,
hukum sebagai alat politik tidak dapat berlaku secara universal,
sebab tidak semua hukum diproduksi oleh DPR bersama
pemerintah.
5. Fungsi Hukum sebagai Alat Integrasi
Setiap masyarakat senantiasa mempunyai berbagai kepentingan
dari warganya. Di antara kepentingan itu ada yang sesuai dengan
kepentingan lain dan ada juga yang tidak sesuai sehingga menyulut
konflik dengan kepentingan lain. Oleh karena itu, hukum berfungsi
sebelum terjadi konflik dan sesudah terjadi konflik. Fungsi hukum
sebelum terjadi konflik dapat diungkapkan contohnya : Si A membeli
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baju kepada penjual B sehingga Si A menyerahkan harga baju
kepada Si B dan Si B menyerahkan harga baju kepada Si A
(jual beli). Lain halnya fungsi hukum sesudah terjadi konflik.
Misalnya: penjual menyerahkan barang kepada pembeli,
tetapi pembeli tidak mau membayar harga barang yang diterimanya
dari penjual.
Dari uraian-uraian di atas, dapat diketahui manfaat kajian sosiologi
hukum terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat sehingga
ditemukan fungsi-fungsi hukum dalam mengatur warga masyarakat
dalam berinteraksi antara seorang/kelompok dengan orang/kelompok
lain.
1. Teori Efektifitas Hukum
Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektifitas
memperhatikan keanekaragaman dalam hal indicator penilaian tingkat
efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap
suatu penelitian tingkat efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu
hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapian target atau tujuan
yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya
adalah efektivitas oraginisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara
umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep
efektivitas organisasi. Mengutip ensiklopedia administrasi10,
menyampaikan pemahaman tentangefektivitas sebagai berikut:
10http://tesisdesertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektifitas.html, diakses pada tanggal 6
oktober 2012.
22
efektivitas adalah suatu keadaan yang mengadung pengertian mengenai
terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang
melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang
dikehendaki.maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau
mempunyai maksud sebagaimana yang dikendaki. Adapun apabila kita
melihat efektifitas dalam  bidang hukum Definisi Achmad Ali11
berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas
dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana
aturan hukum itu ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan
bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas
suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan
peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam
menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam
menegakkan perundang-undang tersebut.
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto12 adalah
bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor,
yaitu :
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
11 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1
(Jakarta:Kencana,2010), hlm 375
12 Soerjono Soekanto,faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.(Jakarta PT.
Raja Grafindo Persada,2008 hlm 8
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4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur
daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama,
yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik
atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.
Menurut Soerjono Soekanto13 ukuran efektivitas pada elemen
pertama adalah:
1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu
sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu
sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada
pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantatif peraturan-peraturan yang mengatur
bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan
persyaratan yuridis yang ada.
Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja
hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini
dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat
13 Soerjono Soekanto Penegakan Hukum (Bandung : Bina Cipta, 1993) hlm 80.
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melakukan tugas dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah
meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.
Menurut Soerjono Soekanto14 bahwa masalah yang berpengaruh
terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari aparat akan tergantung
pada hal berikut:
1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang
ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan
kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada
masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan
yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas
yang tegas pada wewenangnya.Pada elemen ketiga,
tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi
aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan
prasarana yang dimaksud adalah prasana atau fasilitas yang
digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum.
Di dalam masyarakat dapat dijumpai kaidah-kaidah hukum yang
sanksi-sanksinya mendatangkan penderitaan bagi mereka yang
melanggar kaidah-kaidah hukum yang bersangkutan. Sanksi kaidah-
kaidah hukum tersebut menyangkut hari depan dan kehormatan seorang
14 Ibid hlm 82.
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warga masyarakat atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatan
hidupnya. Kaidah-kaidah hukum tersebut merupakan kaidah-kaidah
hukum yang represif yang merupakan hukum pidana.
Selain kaidah-kaidah hukum dengan sanksi-sanksi yang
mendatangkan penderitaan, akan dapat dijumpai pula kaidah-kaidah
hukum yang sifat sanksi-sanksinya berbeda dengan kaidah-kaidah hukum
yang represif. Tujuan utama dari sanksi-sanksi kaidah-kaidah hukum jenis
kedua tidak perlu semata-mata mendatangkan penderitaan bagi mereka
yang melanggarnya. Tujuan utama kaidah-kaidah hukum ini adalah untuk
mengembalikan kaidah pada situasi semula (pemulihan keadaan),
sebelum terjadi kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu kaidah
hukum. Kaidah-kaidah hukum tersebut adalah kaidah-kaidah yang
restitutif. kaidah-kaidah tersebut antara lain mencakup hukum perdata,
hukum dagang, hukum acara, hukum administrasi, dan hukum tatanegara
setelah dikurangi dengan unsur-unsur pidananya.
Hubungan antara solidaritas sosial dengan hukum yang bersifat
represif terletak pada tingkah laku yang menghasilkan kejahatan.
Yang dimaksud dengan kejahatan adalah tindakan-tindakan yang secara
umum tidak disukai atau ditentang oleh warga masyarakat.
Untuk menjelaskan hal ini, Durkheim menerangkan bahwa setiap hukum
tertulis mempunyai tujuan berganda yaitu untuk menetapkan
kewajiban-kewajiban tertentu dan untuk merumuskan sanksi-sanksinya.
Dalam hukum perdata dan setiap jenis hukum yang bersifat restitutif,
pembentukan undang-undang merumuskan kedua tujuan tadi secara
26
terpisah. Pertama-tama dirumuskan kewajiban-kewajiban, kemudian baru
ditentukan begaimana bentuk sanksinya. Disebut sebagai contoh
Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Prancis yang menentukan
hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari suami istri, tetapi tidak dirumuskan
sanksi-sanksinya apabila terjadi suatu pelanggaran. Sanksinya harus
dicari di tempat lain, bahkan mungkin sanksinya tak ada sama sekali.
Sebaliknya, didalam  Hukum Pidana hanya tercantum sanksi-sanksinya,
tanpa ada perumusan mengenai kewajiban-kewajibannya.
Di dalam hukum pidana ditentukan dengan tegas, inilah hukumannya,
sedangkan dalam hukum perdata diperhatikan, itulah kewajiban-
kewajibanmu. Dengan demikian,dapat ditarik kesimpulan bahwa
sepanjang perihal hukum pidana kewajiban-kewajiban yang tidak
dirumuskan telah diketahui oleh warga mesyarakat dan diterima serta
ditaati. Apabila suatu hukum kebiasaan berubah menjadi hukum tertulis
dikondifikasikan, maka hal itu disebabkan karena kebutuhan-kebutuhan
proses peradilan yang menghendaki ketentuan-ketentuan yang lebih
tegas. Apabila hukum kebiasaan tadi berfungsi terus secara diam-diam,
maka tak ada alasan untuk mengubahnya. Oleh karena hukum pidana
dikondifikasikan hanya untuk menentukan suatu skala hukuman-hukuman,
makasanksinya hanya dapat diambil dari skala tersebut. Sebaliknya,
apabila suatu hukum tidak memerlukan keputusan pengadilan, maka hal
itu disebabkan karena peraturan tersebut diakui kekuatan dan
wewenangnya.
27
Menurut Durkheim dapat dibedakan dua macam solidaritas positif
yang dapat ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut15:
a) Pada solidaritas pertama, seorang warga masyarakat secara
langsung terikat kepada masyarakat. Di dalam hal solidaritas yang
kedua, seorang warga masyarakat tergantung kepada
masyarakat, karena dia tergsntung pada bagian-bagian
masyarakat yang bersangkutan.
b) Dalam hal solidaritas kedua tersebut, masyarakat tidak dilihat dari
aspek yang sama. Dalam hal pertama, masyarakat merupakan
kesatuan kolektif dimana terdapat kepercayaan dan perasaan
yang sama. Sebaliknya, pada hal kedua masyarakat merupakan
suatu sistem yang terdiri dari bermacam-macam fungsi yang
merupakan hubungan-hubungan yang tetap, sebetulnya keduanya
merupakan gabungan, akan tetapi dilihat dari sudut-sudut yang
berbeda.
c) Dari kedua perbedaan tersebut timbullah perbedaan lain yang
dapat dipakai untuk menentukan karakteristik dan nama dua
macam solidaritas diatas.
Solidaritas yang pertama dapat terjadi dengan kuatnya apabila
cita-cita bersama dari masyarakat yang bersangkutan secara kolektif,
lebih kuat serta lebih intensif daripada cita-cita masing-masing
warganya secara individual. Solidaritas ini oleh Durkheim dinamakan
mechanical solidarity (solidaritas mekanis) yang dapat dijumpai pada
15 Soerjono Soekanto Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,
2004) hlm 49.
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masyarakat-masyarakat yang secara relative sederhana dan
homogeny. Hal ini dsebabkan karena keutuhan masyarakat tersebut
dijamin oleh hubungan antarmanusia yang erat, serta adanya tujuan
bersama. Solidaritas yang kedua dinamakan oleh Durkheim sebagai
organic solidarity (solidaritas organis) yang terdapat pada masyarakat
yang lebih modern dan lebih kompleks. Pada masyarakat dimana
mechanical solidarity berkembang, hukumnya bersifat pidana dan
represif. Hal ini disebabkan karena pelanggaran dan kejahatan
dianggap sebagai tindakan yang mencemarkan keyakinan bersama.
Dalam hal ini maka seluruh masyarakat akan bertindak bersama-sama
karena masing-masing merasa terasa teancam oleh penyimpangan-
penyimpangan tersebut memperkuat rasa solidaritas dan sangat
menunjang ikatan kelompok. Dengan demikian,maka penyimpangan
terhadap kaidah-kaidah yang berlaku, disatu pihak mengancam
ketenangan masyarakat, tetapi dilain pihak secara tidak langsung juga
memperkuat ikatan kelompok tadi.
Dengan meningkatnya diferensi dalam masyarakat, reaksi kolektiva
yang utuh dan kuat terhadap penyelewengan-penyelewengan menjadi
berkurang di dalam sistem yang bersangkutan, karena hukum yang
bersifat represif mempunyai kecenderungan untuk berubah menjadi
hukum yang restitutif. Artinya, yang terpokok adalah mengembalikan
kedudukan seseorang yang dirugikan ke keadaan semula, hal mana
merupakan hal yang pokok di dalam menyelesaikan perselisihan-
perselisihan (pemulihan keadaan).
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Walaupun teori Durkheim tersebut banyak mengandung
kelemahan-kelemahan, namun dapat dicatat beberapa unsur yang
penting bagi perkembangan sosiologi hukum. Pendapatnya tentang
hukum yang bersifat represif akan berguna untuk memahami arti
hukum kejahatan dan evektivitas hukuman. Dalam hal ini jelaslah bagi
kita, bahwa pada umumnya suatu kejahatan menyebabkan terjadinya
amarah dari bagian terbesar masyarakat yang berwujud suatu reaksi
yang negatif. Dengan demikian maka hukum yang represif memberikan
pikiran-pikiran baru pada pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa
hukum pada umumnya bersifat menjatuhkan hukuman pada pelanggar-
pelanggarnya (yakni sanksi negatif).
Teori Durkheim sebagaimana dijelaskan secara singkat berusaha
untuk menghubungkan hukuman dengan struktur sosial.
Hukum dipergunakan sebagai suatu alat diagnose untu kemnemukan
syarat-syarat structural bagi perkembangan solidaritas masyarakat.
Hukum dilihatnya sebagai dependent variable, yaitu suatu unsur yang
tergantung pada struktur sosial masyarakat, akan tetapi hukum juga
dilihatnya sebagai suatu alat untuk mempertahankan keutuhan
masyarakat naupun untuk mempertahankan keutuhan masyarakat
maupun untuk menentukan adanya perbedaan-perbedaan dalam
masyarakat (V. Aubert 1969:11).
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Roscoe Pound (1870-1964)
Pound, seorang ahli hukum dari amerika dan mantan dekan harvard
law school, merupakan salah seorang tokoh dari aliran sociological
jurisprudence.
Didasarkan pada para pendapat sarjana hukum sosiologis Jerman,
pound memberikan dan mengembangkan konsep-konsep baru untuk
mempelajari hukum dalam masyarakat. Timbul dan berkembangnya
teknologi serta sert pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi,
menimbulkan gagasan pound untuk menjelaskan proses hukum sebagai
suatu bentuk rekayasa sosial (social engeneering).
Teori pound mengenai kepentingan, merupakan inti hukum ilmu
sosiologinya. Dia berpendapat bahwa kepentingan merupakan suatu
keinginan atau permintaan yang ingin dipenuhi manusia, baik secara
pribadi, melalui hubungan antar pribadi maupun kelompok,
Pound membedakan antara kepentingan pribadi, kepentingan umum
maupun kepentingan sosial. Didalam kepentngan sosial terdapat antara
lain kepentingan akan keamanan umum kehidupan pribadi, perlindungan
terhadap moral, konservasi sumber daya sosial dan ajarannya tersebut
menimbulkan masalah apakah hukum yang diterapkan sesuai dengan
pola-pola perikelakuan. Ajarannya tersebut dapat diperluas lagi sehingga
mencangkup masalah-masalah keputusan pengadilan serta
pelaksanaanya, dan juga antara isi suatu peraturan dan efek-efek yang
nyata.
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Dari uraian diatas, tampaknya sudah jelas betapa tekanan pada
kenyataan hukum merupakan suatu objek yang sangat penting bagi para
sosiolog yang menaruh perhatian pada gejala-gejala hukum sebagai
gejala sosial.  Dalam hal ini, baik sociological jurisprudence dan sosiologi
hukum mempunyai pokok perhatian yang sama. (Soerjono Sukanto,
1983:46).
Berbicara tentang peranan hukum, pound berpendapat bahwa dalam
mengadili sesuatu perkara menurut hukum terdapat tiga langkah yang
harus dilaksanakan, yaitu :
1. Menemukan hukum, menetapkan manakah yang akan diterapkan
diantara banyak kaidah di dalam sistem hukum, atau jika tidak ada
yang dapat diterapkan, mencapai suatu kaidah untuk perkara itu
(yang mungkin atau tidak mungkin dipakai satu kaidah untuk perkara
lain sesudahnya) berdasarkan bahan yang sudah ada menurut suatu
cara yang ditunjukkan oleh sistem hukum.
2. Menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkansecara demikian,
yaitu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaidah itu dibentuk
dan bereknaan dengan keluasaannya yang dimaksud;
3. Menerapkan kepada perkara yang sedang dihadapi kaidah yang
ditemukan dan ditafsirkan demikian.
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Eugen Ehrlich (1862-1922)
Eugen Ehrlich, seorang ahli hukum dan sosiolog dari Austria dan
hidup dalam zaman weber, dan seringkali dianggap sebagai pembentuk
ilmu hukum sosiologis (sociological jurisprudence), mengemukakan
konsepsinya bahwa:
At the present as well as at any other time, the center of grafity of
legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in
judical decision, but in society it self (L.B Curzon, 1979: 144)
Bagi Ehrlich, hukum hanya dapat dipahami dalam fungsinya
dimasyarakat. Ehrlich berpendapat terdapat dua sumber hukum yang
keduanya saling melengkapi, yaitu :
(a)Legal history and jurisprudence that is, useful precedents and written
commentaries; and
(b)“living law” derived from current custom within society and,
in particular, from the norm-creating activities of numerous
groupings which members of society were involbed (L.B Curzon,
1979: 144,145).
Ehrlich membedakan dua macam norma, yaitu norms for decision
dan norms of conduct. Yang dimaksudkan dengan norms for decision
adalah “the legal norms stated in statutes, codes or common law doctrins
and intended for the adjudication of disputes”. Sedangkanyang
dimaksudkan dengan norms of conduct adalah “rules of organization
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governed the life of society; such norms formed the inner order of
assocations, that is the law as practised by society, in contrast to that
enforced by state.”
Selanjutnya Ehrlich menyatakan bahwa :
(a) Norms of decision were equivalent to what ate generally
understood as ‘laws’;
(b) Norms of conduct were self-generating rules, depend on no
superior sanctioning, sovereign authority, but goverining the vital
groups and relationship within society.
Ehrlich mulai dengan supremasi hukum dari kekuasaan atau adt
kebiasaan, dan dalam soal ini ia sangat sepaham dengan Savigny.
Tetapi konsepsi mistis mengenai volksgeist yang ditafsirkn oleh  aliran
historis dalam pengertianmas a lampau, ia memasukkan gagasan yang
realistis dan khas tentang hukum yang hidup (living law) dalam
masyarakat. Lebih lanjut dalam suatu rangkaian tulisan-tulisan yang
berkisr sekitar tema pokok, Ehrlich memberi sumbangan yang penting
terhadap metode hukum secara sosiologis.jari hukum yang hidup, maka
yang bersangkutan harus meneliti perjanjian-perjanjian perkawinan,
kontrak, kontrak jual beli, dan lain sebagainya. Steven vago menyatakan,
dalam mengajukan gagasannya, ehrlich mengajukan beberapa klasifikasi
pembedaan, misalnya :
He contrast the “norm of decision laid down for the adjudication of
disputes with the of organization” which originate inn society and
determine the actual behavior of the average person who becomes
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enmeshed in innumerable legal relation. With some exceptions, he or
she will quite voluntarily perform the required duities. One permforms
one’s duties as father and son, or as husband and wifi. One pays
one’s debt’s and renders to one’s employer the perfotmance that is
due.  It is not, in Ehrlich’s view, the threat of compulsion by the state
that normallt induces a person to perform these duties.
Rather, the performance og legal duties is conditioned and
reinvorced by internalizatin of normative expectation (Steven Vago,
1981:40).
Selanjutnya Ehrlich peraggapan bahwa hukum tunduk pada
kekuatan-kekuatan sosial tertentu. Hukum sendiri tidak akan efektif,
oleh karena ketertiban terletak pada pengakuan sosial terhadap hukum,
dan bukan karena penerapannya secara resmi terhadap negara.
Bagi Ehrlich, tertib sosial didasarkan pada fakta diterimanya hukum
yang didasarkan pada aturan dan norma sosial yang tercermin dalam
sistem hukum, secara konsekuansi ia beranggapan bahwa mereka yang
berperan sebagai pihak yang mengembangkan sistem hukum harus
mempunyai hubungan yang erat dan nilai-nilai yang dianut dalam
masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran ini harus ada pada setiap
anggota profesi hukum yang bertugas mengembangkan hukum yang
hidup (living law) dan meentukan ruang lingkup hukum positif dalam
hubungannya dengan hukum yang hidup.
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Max Waber
Max Waber (1864-1920) adalah seorang sosiolog dan ahli hukum
jerman, yang memiliki, yang memiliki peranan yang sangat penting dalam
perkembangan ilmu sosiolog sebagai ilmu pengetahuan.
Perkembangan Max Waber dalam perkembangan sosiologi tidak hanya
bersifat historis, akan tetapi dia seorang tokoh ilmuan yang tetap
berpengaruh dalam sosiologi kontemporer. Disamping itu, Max Waber
menempati posisi penting diantara para ahli mengenai hukum dalam
masyarakat.
Max Waber berpendapat bahwa hukum merupakan suatu tertib
memaksa yang memiliki dukungan potensial dari kekuatan negara.
Dia membedakan hukm dari norma-norma lainnya seperti adat istiadat
dan konvensi yang mempunyai sanksi-sanksi berbeda.
Selanjutnya Max Waber membedakan anatara sistem hukum yang
didasasarkan pada rasionalitas formal dan rasionalitas subtantif.
Yang pertama didasari pada sistematisasi norma-norma umum dan pola
ketetuan proseduran, sedangkan yang kedua didasarkan pada
pertimbangan keadilan terhadap keputusan kasus-kasus individual.
Sistem hukum yang didasarkan pada rasionalitas formal didasarkan pada
prosedur hukum yang dapat dikendalikan oleh golongan intelektual.
Dengan mempertimbangkan adanya rasionalias formal dan subtantif,
Max Waber mendefinisikan 3 tipe administrasi keadilan, yaitu keadilan
“kahdi”, keadilan empiris, dan keadilan rasional. Keadilan “kahdi
diterapkan dalam peradilan syariat, yang didasarkan pada persepsi
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keagamaan. Keadilan empiris dilaksanakan dalam dasar analogi,
preseden, maupun penafsirannya. Max Waber berpendapat bahwa hukum
modern bersifat rasional, sedangkan hukum tradisional dan bersahaja
bersifat irasional. Keadilan rasional didasarkan pada persinsip-prinsip
birokrasi yang sifatnya universal. Sistem hukum rasional berorientasi pada
kontrak, dan bukan pada status. Rasionalitas tersebut didasarkan pada
ciri-ciri konkret yang dapat diamati dalam fakta kasus yang sedang
ditangani. Suatu masyarakat modern merupakan masyarakat yang
didasarkan pada rasionalitas tersebut.
Selanjutnya Max Waber beranggpan bahwa hukum modern
masyarakat barat semakin emelmbaga melalui birokrasi negara.
Max Waber berpendapat pengakuan terhadap hukum sebagai ilmu sosial
didasarkan pada postulat-postulat fundamental dan logika tertentu.
Contohnya adalah bahwa hukum merupakan prinsip-prinsip hukum yang
lengkap, bahwa setiap keputusan yudisial yang konkret menyangkut
penerapan propesi hukum yang abstrak pada situasi-situasi konkret.
Max Waber berupaya mengemukakan beberapa perbedaan dalam
hukum tang masing-masing memiliki kelemahan. Pertama-tama disebut
perbedaan hukum publik dengan hukum perdata. Untuk kondisi
perkembangan hukum dewasini, tertentu saja, perbedaan tersebut tidak
sesuai lagi oleh karena dapat mencangkup beberapa kemungkinan.
Misalnya, dapat dikatakan bahwa hukum publik adalah kaidah-kaidah
yang mengatur aktivitas-aktivitas negara, sedangkan hukum perdata
mengatur kegiatan-kegiatan lain yang bukan merupakan aktivitas negara.
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Selain itu dapat pulai dipakai kriteria bahwa hukum publik mengatur
hubungan antara pihak dalam hubungan yang memerintah dengan yang
diperintah, sedangkan hukum perdata mengatur hubungan antara
para pihak atas dasar hubungan persamaan derajat. Diluar bidang-bidang
tersebut masih terdapat unsur-unsur lain yang belum dicangkup seperti
adanya kemungkinan bahwa hubungan-hubungan perdata dijamin oleh
wewenang publik.
Suatu perbedaan lain adalah antara hukum positif dengan hukum
alam. Apabila seorang berpegang pada definisi sosiologi sebagai ilmu
yang menelah fakta sosial, maka perhatiannya hanya terpusat pada
hukum positif. Namun demikian seorang sosiolog tidak akan melepaskan
diri dari kenyataan bahwa hukum alam dapat memebrikan petunjuk pada
latar belakang tingkah laku manusia.
Dengan satu perbedaan lain yang lebih manarik berhubungan
dengan dasar struktural sosiologi hukumnya Max Waber. Pertama adalah
pembeda antara hukum subjektif dengan hukum objektif. Hukum objektif
dimaksudkan sebagai keselurahan kaidah-kaidah yang dapat diterapkan
secara umum terhadap semua warga masyarakat, sepanjang mereka
tunduk pada sistem hukum umum. Hukum subjektif mencankup
kemungkinan-kemungkinan bagi warga masyarakat untuk meminta
bantuan kepada alat-alat pemaksa agar kepentingan material dan spiritual
dapat dilindungi. Kemungkinan-kemungkinan yang berwujud hak-hak dan
Max Waber sangat trtarik pada hak-hak perseorangan tersebut oleh
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karena pertama-tama, dia berusaha untuk menggambarkan terjadinya
proses rasionalisasi hukum modern dan keduanya untuk membuktikan
khususan dari peradaban barat.
Max Waber juga menekan pada pelaksanaan hukum oleh suatu
kekuasaan yang terpusat. Dia berpendapat bahwa  seorang sosiolog
tugasnya buka untuk menilai suatu sistem hukum, akan tetapi hanya
memahaminya saja. Hal ini dapat dipahami karena sosiologi hanya
terbatas dalam mengungkapkan apa yang ada, berlain dengan ilmu
hukum yang memberikan penilaian terhadap suatu kejadian.
Konsep  Max Waber tentang hukum memunginkan usaha-usaha
untuk menemukan kelompok kecil untuk menemukan kelompok kecil
sampai dengan kelompok besar seperti negara. Lagi pula Max Waber
sebenarnya tidak menganggap hukum sebagai perintah (command),
akan tetapi sebagai suatu ketertiban (order). Dengan demikian dia tidaklah
memandang hukum semata-mata sebagai pelaksana suatu kekuasaan
yang terpusat. Max Waber sebenarnya lebih mengutamakan hukum
sebagai wewenang (authority).
Karl N. Liwellyn (1893-1962)
Karl N. Lilwellyn menganalisis perkembangan hukum di dalam
kerangka hubungan antar peraturan-peraturan hukum dengan perubahan
keadilan-keadilan sosial. Hukum merupakan bagian kebudayaan yang
antara lain mencangkup kebiasaan, sikap-sikap, maupun cita-cita yang
ditransmisikan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Secara lebih
tepat lagi hukum merupakan suatu bagian kebudayaan yang telah
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melembaga. Lembaga-lembaga sosial yang terorganisir dan harapannya
terwujud didalam aturan-aturan ekspilisit yang wajib ditaati serta didukung
oleh para ahli.
Karl N. Llwellyn beranggapan bahwa hukum dapat dianalisis dari
perspektif kelembagaan, sehingga dapat dipahami baik oleh para ahli
hukum dapat dianalisis dengan cara mengamati interaksinya,
kaidah-kaidahnya maupun standar-standarnya. Dia mendeskripsikan
fungsi lembaga hukum dalam kerangka pekerjaan-pekerjaan hukum.
Pekerjaan-pekerjaan hukum tersebut menurut Karl N. Llwellyn mencakup:
1. Menyelesaikan kasus-kasus sengketa.
2. Penyaluran perilaku, kebiasaan dan harapan-harapan, untuk
mencegah atau mengurangi timbulnya sengketa.
3. Menyalurkan kembali perilaku, membentuk kebiasaan baruserta
harapan-harapan yang sesuai dengan kondisi-kondisi kehidupan
pribadi maupn kelompok yang berubah tanpa menimbulkan
sengketa baru.
4. Mengadakan alokasi kekuasaan dan mengaturnya dalam kasus
darurat, keraguan atau pembaruan (Soerjono Soekanto, 1986:34).
Oleh karena itu, Karl N. Llwellyn terpengaruh gagasan weber
mengenai birokrasi, maka...the concept of craft should be used us a
working tool in legal institusions. He maintains that law-craft is a
recognizable lin of work. Law-work is broader concept that the use to
describe the fact that particular lawyer may practice more than one law-
craft in legal institution, for example, taht of advocate, judge conselor, and
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legislator. He has also, consistent with postulate of sociologica
jurisprudence, sought to explore the relations and context between the law
and the other social sciences, concluding that lawyers, as well as the
social scientist, had thus far failed to make an “effective effort at neighbor
lines” (Steven Vago, 1981:46).
Karl N. Llwellyn merupakan salah seorang ahli pikir modern
mengenai hukum yang termasuk golongan realisme hukum. Mereka pada
dasarnya meninggalkan pembicaraan hukum yang abstrak dan melibatkan
hukum pada pekerjaan-pekerjaan praktis untuk menyelesaikan
problem-problem dalam masyarkat. Kaum realis tersebut mendasarkan
pemikirannya pada konsep redikal mengenai proses peradilan.
Menurut mereka,hakim lebih layak untuk idsebut sebagai pembuat hukum
daripada menemukannya. Hakim harus selalu melakukan pilihan, atau
mana yang akan diutamakan,dan pihak mana yang memenangkan.
Keputusan hakim sering mendahului ditemukan dan digarapnya
peraturan-peraturan hukum yang menjadi landasannya. Aliran realis ini
selalu menekan pada hakikat manusawi dari tindakan tersebut.
Karl N. Llwellyn menemukakan pokok-pokok pendekatan hukum
sebagai berikut: bahwa hendaknya konsep hukum menyinggung hukum
yang berubah-ubah dan hukum yang diciptakan oleh pengadilan.
Hukum adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Masyarakat lebih
cepat berubah dari hukum dan olehnya selalu ada kebutuhan untuk
menyelidiki bagaimana hukum itu mengalami problem-problem sosial yang
ada. Karl N. Llwellyn juga menekankan bahwa untuk kepeprluan studi,
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untuk sementara harus ada pemisahan antara is dan ought. Ia tidak
mempercayai bahwa adanya suatu anggapan bahwa peraturan-peratuan
dan konsep-konsep hukum itu sudah mencangkup untuk menunjukkan
apa yang harus dilakukan oleh pengadilan. Hal ini merupakan masalah
utama bagi golongan realis dalam pendekatan mereka terhadap hukum.
Sehubung dengan hal diatas, Ia juga menolak adanya teori tradisional
bahwa peraturan hukum itu merupakan faktor utama dalam mengambil
keputusan. Mempelajari hukum hendaknya dalam lingkup yang lebih
sempit, sehingga lebih nyata. Peraturan-peraturan hukum meliputi
situasi-situasi yang banyak dan berlain-lainan. Oleh karena itu,Ia bersifat
umum, tidak konkret, dan tidak nyata. Hendaknya hukum tersebut dinilai
dari efektifitasnya untuk menemukan efek-efek tersebut (Dias, 1967:631).
Emile Durkheim (1858-1917)
Emile Durkheim adalah seorang sosiolog perancis yang terkemuka,
yang menjelaskan pokok-pokok pikirannya menegnai hukum dalam
masyarakat didalam bukunya pembagian kerja dalam masyarakat.
Dia memperkembangkan
2. Objek Utama Kajian Sosiologi Hukum
Ajaran-ajaran Max Weber (seorang jerman yang mempunyai
latar belakang pendidikan dibidang hukum) yang memberi saham
dalam perkembangan ilmu sosiologi sangat banyak dan bersifat klasik.
Khususnya tentang sosiologi hukum, dibahasnya dengan luas terutama
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dalam bab 7 dari buku Wirtschaft and Gesellschaft yang merupakan
pembukuan kembali dari karangan-karangan tentang Ekonomi dan
Masyarakat.
Ajaran-ajaran Max Weber tentang Sosiologi Hukum sangat luas;
secara menyeluruh ditelaahnya hukum-hukum Romawi, Jerman,
Perancis, Anglo Saxon, Yahudi, Islam, Hindu, dan bahkan hukum adat
Polinesia. Akan tetapi, sebagaimana dengan sorotannya terhadap
bidang kemasyarakatan lain. Weber mempunyai tujuan mengemukakan
tahap-tahap rasionalisasi peradaban Barat beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya.
Sejalan dengan tujuan tersebut dia mempelajari pengaruh politik,
agama, dan ekonomi terhadap perkembangan hukum, serta pengaruh
dari para teoretikus hukum, praktikus hukum maupun apa yang
dinamakannyapara honoratioren. Para honoratioren adalah
orang-orang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
a) Oleh karena kedudukan ekonominya, orang-orang yang
bersangkutan secara langsung berhasil menduduki posisi-posisi
kepemimpinan tanpa ganti rugi atau hanya dengan ganti rugi
secara nominal.
b) Mereka menempati kedudukan sosial terpandang yang sedemikian
rupa sehingga hal tersebut akhirnya menjadi suatu tradisi
(M. Rheinstein 1967:52).
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Di dalam menelaah objeknya, Max Weber mrnggunakan metode
logical formalis (formalism logis) yang katanya, metode yang
dikembangkan oleh peradaban Barat dan tak dapat ditemukan dalam
peradaban-peradaban lain (M. Rheinstein 1967:XI). Sebelum menyoroti
metode tersebut dengan lebih mendalam, marilah menelaah apa yang
oleh Max Weber disebut sebagai hukum. Katanya (terjemahannya
didalam bahasa inggris).
“A System of order will be called convention so far as its validity is
externally quaranteed by the probability that devation from it within a
given social group will result in a relatively general and practically
significant reaction of disapproval. Such an order will be called law
when conformity with it is up held by the probability that deviant action
will be met by physical or psychis sanction aimed to campel conformity
or to punish disobedience and applied by a group of men especially
empowered to carry out his function” (J. Freund 1969:248)
Dengan demikian, maka suatu alat pemaksa menentukan bagi
adanya hukum. Alat pemaksa tersebut tidak perlu berbentuk badan
peradilan sebagaimana yang dikenal didalam masyarakat yang modern
dan kompleks. Alat tersebut dapat berwujud seperti keluarga atau
mungkin suatu clan. Konvensi, seperti yang dijelaskan juga meliputi
kewajiban-kewajiban tanpa suatu alat pemaksa. Konvensi-konvensi
tersebut harus dibedakan dari kebiasaan (usage) dan adat istiadat
(custom). Suatu usage (kebiasaan) merupakan kemungkinan-
kemungkinan adanya uniformal didalam orientasi suatu aksi sosial,
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sedangkan custom (adat), terjadi apabila suatu perbuatan telah menjadi
kebiasaan. Dengan kata lain usage suatu bentuk perbuatan,
sedangkan custom adalah perbuatan yang diulang-ulang didalam
bentuk yang sama. Baik usage maupun custom tidak bersifat memaksa
dan orang tidak wajib untuk mengikutinya. Menurut Julien Freund,
bentuk-bentuk yang dikemukakan oleh Max Waber tersebut merupakan
bentuk-bentuk idelal. (J. Freund 1969:248).
Selanjutnya Max Waber berusaha mengemukakan beberapa
perbedaan dalam hukum yang masing-masing mempunyai kelemahan.
Pertama-tama disebut perbedaan anatara hukum public dengan hukum
perdata.  Perbedaan ini kurang bermanfaat karena dapat mencangkup
beberapa kemungkinana. Misalnya dapat dikatakan bahwa hukum
public adalah kaidah-kaidah yang mengatur aktivitas-aktivitas negara,
sedangkan hukum perdata mengatur kegiatan-kegiatan lain yang bukan
merupakan aktivitas negara. Kadang-kadang dapat dipakai kriteria lain ,
yaitu hukumpublic merupakan kaidah-kaidah yang berisikan
instruksi-intruksi tentang tugas pejabat-pejabat negara. Selain itu dapat
juga dipakai kriteria bahwa hukum public mengatur hubungan antara
pihak dala hubunganpersamaan derajat. Diluar bidang-bidang tersebut
masih terapat unsur-unsur lain yang belum dicakup, seperti adanya
kemungkinan hubungan-hubungan perdata yang dizaman oleh
wewenang publik. Oleh karena dasarnya yang goyah, perbedaan
antara hukum public dengan hukum perdata tidak bermanfaat bagi
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suatu analisa sosiologis walaupun metodenya dapat membantu
para sosiologi (dalam bidang tata hukum perbedaan ini jga semakin
tidak relevan).
Suatu perbedaan lain adalah antara hukum positif dengan hukum
alam. Apabila seseorang berpegang pada definisi sosiologi sebagai
suatu ilmu yang menelaah suatu ilmu sosial, maka perhatiannya hanya
terpusat pada hukum positif. Namun demikian, seorang sosiolog tak
mungkin melepaskan diri dari kenyataan bahwa hukum alam dapat
diberi petunjuk pada latar belakang tingkah laku manusia.
Dua perbedaan ;lain lebih menarik karena berhubungan erat
dengan struktur sosiologi hukum Max Waber. Pertama-tama adalah
perbedaan antar hukum objektif dengan hukum subjektif.
Dengan hukum subjektif sebagai keseluruhan kaidah-kaidah yang
dapat diterapkan secara umum terhadap semua warga masyarakat,
sepanjang mereka tunduk pada suatu sistem hukum umum.
Hukum subjektif mencangkup kemungkinan-kemungkinan pagi seorang
warga masyarakat untuk meminta bantuan kepada kepada alat-alat
pemaksa agar kepentingan-kepentingan material dan spiritualnya dapat
dilindungi. Kemungkinan-kemungkinan tersebut berwujud hak-hak dan
Max Waber sangat tertarik dengan hak-hak perseorangantersebut
karena pertama-tama, dia berusaha untuk menggambarkan proses
terjadinya rasionalisasi hukum modern dan kedua untuk membuktikan
kekhususan dari peradaban barat. Hak-hak subjektif tersebut
merupakan aspek yang fundamental dari peradaban barat karena
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peranannya yang menentukan didalam transaksi-transaksi
perseorangan yang memegang saham dalam perkembangan capitalism
modern.
Hak-hak disalah satu pihak mencankup hak-hak atas kebebasan
dalam arti aturan-aturan yang menjamin keamanan individu terhadap
intervensi pihak lain, termasuk negara. Dilain pihak, hak tadi juga
mencakup aturan-aturan yang mengatur kebebasan berhubungan
dengan pihak lain dengan membuat kontrak-kontrak hukum.
Perbedaan antar hukum formal dengan hukum material
kelihatannya lebih penting, karena secara langsung merupakan
syarat-syarat bagi proses rasionalisasi hukum. Dengan hukum formal
sebagai keseluruhan sistem teori hukum yang aturan-aturannya
didasarkan hanya pada logika hukum tanpa mempertimbangkan
unsur laindiluar hukum. Sebaliknya, hukum material memperhatikan
unsur-unsur non-yuridis , hukum material memperhatikan unsur-unsur
non-yuridis seperti nilai-nilai politismetis,ekonomis, atau agama.
Dengan demekian maka ada 2 cara untuk mendapatkan keadilan;
pertama-tama, dengan berpegang teguh pada aturan hukum dengan
logika sistem hukum yang bersangkutan. Yang kedua adalah dengan
cara memperhatikan keaad, maksud para pihak dan syarat umum
lainnya.  Maka, seorang hakim dapat mengambil keputusan atas dasar
aturan-aturan hukum belaka atau setelah dia mendapatkan keyakinan
dalam dirinya tentang apa sebaiknya diputuskan.
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Atas dasar penjelasan diatas dapatlah diambil keputusan,
bahwa rasionalnya hukum dapat bersifat formal dan material yan berarti
hukum tak mungkin sempurna karena semua pertentangan hukum
bersumber pada pertentangan kedua jenis hukum yang tidak
terpecahkan. Kepastian dan keadilan dapat berfungsi sebagai kriteria
tindakan hukum dan keduanya bersifat sewenang-wenang, irasional,
maupun rasional.. Jelaslah bahwa keadilan material semata-mata dapat
mengakibatkan ketiadaan hukum. Sebaliknya suatu keadilan formal
yang murni sama sekali tidak memakai pertimbangan diluar
hukum,sama sekali tidak ada.
Selanjutnya, di dalam teori Max Weber tentang hukum
dikemukakan empat tipe ideal dari hukum, yaitu masing-masing
sebagai berikut :
a) Hukum irasional dan material, yaitu di mana pembentukan
undang-undang dan hakim mendasarkan keputusannya
semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu
kaidah.
b) Hukum irasional dan formal, yaitu dimana pembentukan
undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah di luar
akal, oleh karena didasarkan pada wahyu atau ramalan
c) Hukum rasional dan material, dimana keputusan-keputusan para
pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab
suci, kebijaksanaan-kebijaksanaan penguasa atau ideology
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d) Hukum irasional dan formal, yaitu dimana hukum dibentuk semata-
mata atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum.
Dengan demikian, hukum formal cenderung untuk menyusun
sistematika Kaidah-kaidah hukum, sedangkan hukum material lebih
bersifat empiris. Namun demikian, kedua macam hukum tersebut dapat
dirasionalisasikan yaitu pada hukum formal didasarkan pada logika
murni, sedangkan hukum material pada kegunaannya.
Walaupun demikian, mungkin masih dapat ditemukan unsur yang
irasional, seperti adanya lembaga sumpah. Juga lembaga juri
di Negara-negara Anglo Saxon yang merupakan unsur irasional dalam
hukum. Aspek lain yang dibahas oleh Max Weber adalah perihal
perkembangan hukum. Tentang hal ini dia menyatakan (terjemahannya
di dalam bahasa inggris) (J. Freund 1969:157,258)
“From a theoretical point of view, the general development of law
and procedure may be view as passing through the following stages:
first, charismatic legal relevation through “law prophets”,
second empirical creation and finding of law by legal honoratiores, i.e
law creation through cautelary jurisprudence and adherence to
precedent; third, imposition of law by secular or theocratic powers;
fourth and finally, systematic elaboration of law and professionalized
administration of justice by persons who have received their legal
training in a learned and formally logical manner. From this perspective,
the formal qualities of the law emerge as follows: arising in primitive
legal procedure from a combination of magically conditioned formalism
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and irrationality conditioned by revelation, the proceed to increasingly
specialized juridical and logical rationality and systematization,
passing through a stage of theocratically orpatrimonially conditioned
substantive and informal expediency. Finally they assume, at least from
an external viewpoint, an increasingly logical sublimation and deductive
rigor and develop an increasingly rational technique in procedur.
Kiranya tak perlu keterangan yang panjang lebar lagi tentang
ajaran-ajaran Max Weber di bidang Sosiologi Hukum khususnya.
Oleh karena dia memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum,
maka jelas terlihat betapa luas dan mendalamnya uraian-uraiannya.
Dia lebih dapat menghayati pikiran-pikirian para hukum maupun para
sosiolog, serta mempertemukan beberapa titik pertautan.
Bagi Max Weber, hukum yang rasional dan formal merupakan dasar
bagi suatu negara modern. Kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan
tercapainya taraf tersebut adalah sistem kapitalisme dan profesi hukum
juga membantu sistem kapitalisme. Proses tersebut tak mungkin terjadi
dalam masyarakat yang didasarkan pada kepemimpinan kharismatis
atau dasar ikatan darah, karena proses pengambilan keputusan pada
masyarakat tadi mudah dipengaruh unsur-unsur yang irasional.
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Selanjutnya yang menjadi objek utama kajian sosiologi hukum
sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali16, sebagai berikut:
1. Menurut istilah Donald Black17 dalam mengkaji hukum sebagai
Government Social Control, sosiologi hukum mengkaji hukum
sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan
guna menegakkan ketertiban dalam suatu kehidupan masyarakat.
Hukum dipandang sebagai rujukan yang akan digunakan oleh
pemerintah dalam hal, melakukan pengendalian terhadap perilaku
warga masyarakat.
2. Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum dikaji
dalam kaitannya dengan sosialisasi yaitu proses dalam
pembentukan masyarakat. Sebagai makhluk sosial yang menyadari
eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakatnya,
yang meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah sosial lainnya.
Dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat
menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah bahwa sosiologi
hukum, cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses
yang mendahului dan menjadi pra kondisi sehingga memungkinkan
pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif.
3. Obyek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi.
Stratifikasi sebagai obyek yang membahas sosiologi hukum
bukanalah stratifikasi hukum seperti yang dikemukakan oleh
16 Ibid hlm 19-32.
17 Donald Black. 1976. The Behaviour of Law. Bingley UK: Emerald Group Publishing
Limited hlm 2-4
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Hans Kelsen dengan teori grundnormnya, melainkan stratifikasi yang
dikemukakan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini
dapat dibahas bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial terhadap
hukum dan pelaksana hukum.
4. Obyek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan
tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan
perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara
keduanya. Salah satu persepsi penting dalam kajian sosiologi hukum
adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam masayarakat dapat
direkayasa, dalam arti direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah
dengan menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.
Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas maka lahirlah
konsep law as a tool of social engineering yang berati bahwa hukum
sebagai alat untuk mengubah secara sadar masyarakat atau hukum
sebagai alat rekayasa sosial. Oleh karena itu, dalam upaya menggunakan
hukum sebagai alat rekayasa sosial diupayakan pengoptimalan efektifitas
hukumpun menjadi salah satu topik bahasan sosiologi hukum18
Jadi fungsi hukum itu pasif, yaitu mempertahankan status quo
sebagai a tool of social control, sebaliknya hukum pun dapat berfungsi
aktif sebagai a tool of social engineering. Oleh karena itu,
penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial didominasi oleh
kekuasaan negara. Apabila kajian sosiologi hukum tentang bagaimana
fungsi hukum, sebagai alat pengendalian sosial lebih banyak mengacu
18 Ibid 98-103.
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pada konsep-konsep antropologis, sebaliknya kajian sosiologi hukum
tentang fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial lebih banyak mengacu
pada konsep ilmu politik dan pemerintah.
C. Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan
Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan.
Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering
terdapat penyimpangan terhadap norma - norma, terutama norma hukum.
Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini
disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri
merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat,
dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.
Bila membicarakan perubahan dalam masyarakat dan pencapaian
tujuan hukum berarti mengkaji perubahan kehidupan sosial dalam
masyarakat yang berorientasi kepada proses pembentukan hukum dalam
pencapaian tujuannya.oleh karena itu, objek pembahasan berfokus
An Engineering Interpretation atau interpretasi terhadap adanya
perubahan norma hukum sehingga fungsi hukum sebagai social control
dan social engineering dapat terwujud. Dalam objek pembahasan
dimaksud, diuraikan konsep dasar An engineering interpretation,
dalam kaitannya dengan social control dan social engineering dalam
menganalisis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam konteks
pemahaman terhadap social control dan social engineering dalam
pencapaian tujuan hukum.
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1. Konsep dasar an Engineering Interpretation
a. Interpretation
Interpretation adalah usaha untuk menggali, menemukan,
memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat.untuk dijadikan sebagai bahan (dasar) pertimbangan
dalam menyusun hukum dan menetapkan suatu keputusan dalam
menyelesaikan suatu permaslahan yang timbul dalam masyarakat,
sehingga terwujud tujuan hukum itu sendiri, yaitu “keadilan”.
Bila melakukan suatu pendekatan dalam mengamati fenomena
sosial dalam masyarakat, yang kemudian hasil pengamatan itu
digunakan untuk memecahkan suatu masalah (dalam hal ini adalah
permasalahan hukum yang meliputi penggalian, penyusunan,
pemeliharaan, dan penegakan hukum), maka dapat disebut tercapai
tujuan interpretasi.
b. Engineering
Engineering adalah perubahan-perubahan norma dan nilai-nilai
yang terjadi dalam masyarakat seiring dengan terjadinya perubahan
(perkembangan) kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri.
c. An Engineering Interpretation
Dasar pemikiran yang dijadikan tolok ukur untuk memberi
pengertian an engineering interpretation adalah bersumber dari Bab VII
dalam buku yang berjudul Interpretation of Legal History yang disusun
oleh Roscoe Pound. Pengertian dimaksud adalah usaha-usaha yang
dilakukan oleh kalangan pemikirhukum untuk menemukan nilai-nilai dan
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norma-norma yang ada dalam masyarakat yang selalu mengalami
perubahan seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat,
untuk selanjutnya nilai-nilai dimaksud diadaptasikan oleh para
legislatordan praktisi hukum dalam menyelesaikan dan mengambil
kebijakan terhadap konflik yang terjadi di tengah-tengah
masyarakatdengan mengacu kepada tercapainya cita-cita dan tujuan
hukum itu sendiri.
Roscoe Pound mengemukakan dalam bukunya yang berjudul
Interpretation of Legal History, bahwa law must be stable and yet it cannot
stand still. Pound memperlihatkan usahanya untuk mengungkapkan
mengapa hukum itu selalu “dinamis” dengan menelusuri nilai-nilai dan
norma-norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang selalu
berubah-ubah sesuai perkembangan pemikiran masyarakat pada setiap
waktu dan tempat. Kedinamisan hukum yang demikian, membuat  Pound
berasumsi bahwa hukum itu relative. Yang dimaksud relative di sini adalah
berubah sesuia dengan dengan waktu dan tempat yang sangat erat
kaitannya dengan kebudayaan. Namun, hukum memilki sifat universalitas
karena hanya ada satu ide dari hukum, yaitu keadilan (keseimbangan).
Pound mencoba mengungkapkan mengapa hukum itu relative
dengan menampilkan pendapat dari Kohler. Kohler bertitik tolak dari
kenyataan bahwa hukum dan kebudayaan itu tidak dapat dipisahkan,
sehingga relatifitas hukum itu disebabkan oleh kebudayaan yang ada dan
yang mendukungnya,serta selalu berkembang dan berubah-ubah sesuai
waktu dan tempatnya.
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Kohler menyatakan bahwa walaupun hukum itu relative, namun
tetap memperhatikan tujuan yang hendak dicapai oleh pembuat hukum itu
sendiri. Hal itu terlihat dari “Ide Universal” yang dikemukakan sebagai
law of civilization. Selanjutnya dinyatakan bahwa law of civilization ini
diterapkan secara berbeda pada setiap kebudayaan. Adapun yang
dimaksud dengan ide universal tersebut adalah kesebandingan yang
merupakan tujuan dan cita-cita hukum di dalam pencapaian “Ide” atau
cita-cita tersebut yang akan sangat berbeda pada setiap tempat dan
waktu.
Ide universal dari Kohler tersebut, kemudian dipertegas oleh Ahren
yang menyimpulkan bahwa pada umumnya setiap individu akan selalu
berusaha untuk mencapai kepuasannya sendiri-sendiri, begitu juga
sebaliknya dengan individu lain. Upaya masing-masing individu untuk
memenuhi kebutuhan dan mencapai kepuasan akan selalu dilindungi oleh
hukum sehingga akhirnya hak individu itu dianggap sebagai hak dari
masyarakat secara keseluruhannya (humanity). Ide Ahren yang demikian,
semula memperkuat pendapat Kohler dengan ide “universalnya”,
yang di dalam perkembangannya mengarah ke “totaliter”,
sedangkan “ide universal” yang dimaksud oleh Kohler tidak demikian,
maka selanjutnya Pound menjelaskan bahwa ide universal kohler tidaklah
mengarah ke “totaliter”, tetapi lebih diarahkan kepada memperhatikan
hak masing-masing individu sebagaimana yang diperkenalkan oleh
kebudayaan untuk menjaga agar kepentingan-kepentingan individu
terlindungi, sehingga di sinilah munculnya “lembaga hukum” dan lembaga
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politik”. Isi dari lembaga hukum dan lembaga politik tersebut untuk
selanjutnya akan mengalami perubaghan apabila hak-hak individu itu
berkembang yang disebabkan oleh semakin meningkatnya tuntutan
kebutuhan dan kepentingan yang harus dipenuhi, sebagai akibat dari
perkembangan budaya manusia. Oleh karena itu, Kohler menyatakan
bahwa kebudayaan masyarakat tersebut terbentuk secara evolusi, yaitu
nilai-nilai baru akan timbul mengikuti perkembangan kebudayaan untuk
menggantikan nilai-nilai lama. Demikian juga halnya dengan hukum yang
terbentuk dari budaya masyarakat dengan bekerjanya creation order
sehingga tidak ada hukum yang abadi, tetapi hanya ada tujuan yang
abadi, yaitu terwujudnya ide tentang kekuasaan dan keseimbangan.
Seiring dengan perubahan hukum dan kebudayaan yang bagai dua
sisi mata uang yang tidak mungkin untuk dipisahkan antara satu dengan
lainnya, maka fungsi dan keberadaan hukum itu akan dapat dilihat dari
tiga sudut pandang, yaitu:
1) pada masa lalu, hukum dipandang sebagai produk atau hasil dari
kebudayaan (as to the past as a product of civilization);
2)  masa sekarang, hukum dipandang sebagai pemelihara kebudayaan
(as to the present as  a means of maintaining civilization)
3. pada masa yang akan datang, hukum dipandang sebagai alat untuk
memperkaya kebudayaan (as to the future as a means of furthering
civilization).
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Ketiga sudut pandang di atas, terlihat bahwa aturan hukum
(legal order) yang terbentuk dari nilai-nilai dan norma-norma yang hidup
dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, mempunyai tugas atau
fungsi ganda, yaiut di satu pihak untuk menjaga nilai-nilai yang sudah ada
dan berkembang dalam masyarakat dan di lain pihak untuk membentuk
kebudayaan baru dan mengembangkan hak-hak manusia.
Berkaitan dengan fungsi dan keberadaan dari aturan-aturan hukum
dimaksud, maka  menurut Pound adalah tidak benar kalau hukum itu
“statis”, karena hukum abadi hanya akan ditemui dalam masyarakat yang
berhenti perkembangan kebudayaannya atau dalam kebudayaan yan
telah “mati”. Hal ini dicontohkan oleh Pound dengan aturan-aturan hukum
yang terdapat dalam masyarakat Hindu, yang menganut sistem
“stratifikasi vertikal” (kasta-kasta). Aturan hukum yang berlaku dalam
masyarakat Hindu menggariskan mereka untuk selalu tetap pada
stratanya dengan hak dan kewajiban yang tetap, dan tidak ada
kemungkinan terjadinya “mobilisasi sosial” ke strata lainnya.
Contoh  diatas, memperlihatkan bahwa hukum telah menempatkan
manusia pada suatu tempat tertentu dan menjaganya untuk tetap disana.
Sehubungan dengan pendapat yang menyatakan bahwa hukum
dan kebudayaan akan selalu berkembang, lebih lanjut Kohler
mengemukakan bahwa perkembangan yang terjadi didalam kebudayaan
dan hukum dipengaruhi oleh terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam
masyarakat yang disebabkan oleh adanya inovasi nilai-nilai norma baru
yang diperkenalkan oleh masyarakat lain sebagai akibat adanya
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“informasi”. Sebagai contoh, terjadinya perubahan sistem kontrak
pembayaran gaji pada masyarakat petani pedesaan di Amerika, yang
diakibatkan oleh diperkenalkannya “kebebasan berkontrak” di perkotaan
yang tidak lagi memungkinkan pembayaran gaji secara natural.
Di samping itu, perubahan kebudayaan dan hukum juga dipengaruhi oleh
permasalahan-permasalahan politik, ekonomi, dan kemiliteran.
Hal ini akan sangat besar pengaruhnya terhadap penerapan hukum dan
pencapaian “keseimbangan”. Hal itu terjadi karena dalam perkembangan
politik, ekonomi, dan kemiliteran yang cukup pesat, sering terlihatnya
adanya golongan “minoritas” yang disebabkan oleh keterbatasan mereka
untuk mengembangkan nilai dan norma yang ada pada mereka,
sehingga pada kenyataannya tidak jarang kita temui mereka menjadi
kurang “diperhatikan”. Sebagaimana yang dicontohkan melalui praktik
penyewaan tanah oleh orang-orang Indian AS, mereka betul-betul tidak
mempunyai pengalaman dalam kebebasan berkontrak sehingga tidak
jarang mereka dirugikan.
Dengan adanya demikian, Kohler menyatakan bahwa
perkembangan kebudayaan menurut waktu dan tempat adakalanya akan
meninggalkan manusia (golongan minoritas yang terlambat
perkembangannya); sementara mereka sendiri secara sadar atau tidak,
telah memiliki (mengadopsi) kebudayaan baru (seperti halnya dengan
pelaksanaan kontrak dalam masyarakat Indian) dan peraturan hukum
yang baru untuk menarik kebebasan mereka dalam situasi tertentu,
untuk kepentingan tertentu, dan tujuan-tujuan tertentu. Adanya “minoritas”
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masyarakat yang secara sadar atau tidak yang disebabkan oleh “inovasi”
nilai-nilai baru, telah masuk ke dalam kebudayaan baru. Sementara itu
mereka dihadapkan kepada kenyataan bahwa hak mereka tidak
terlindungi karena mereka telah “dikebiri” oleh pilihan sendiri yang mereka
sendiri tidak tahu dan tidak menyadari arti dari perbuatannya tersebut.
Oleh karena itu, Kohler menyatakan: jika hakim dihadapkan pada masalah
(kasus) yang demikian, hendaklah hakim mengetahui dan mempelajari
latar belakang timbulnya kasus tersebut sehingga dalam mengadili kasus
dimaksud, hakim dapat mewujudkan “keseimbangan”
Kohler menyadari bahwa penerapan hukum yang demikian akan
menyebabkan sering terjadi perubahan hukum, baik seluruhnya maupun
sebagiannya, sehingga tidak menutup kemungkinan timbulnya hukum
yang relatif (dinamis). Untuk mengantisipasi timbulnya hukum yang
“dinamis” dan menghindari penerapan hukum secara kaku,
Kohler mengemukakan bahwa dalam melakukan “interpretasi” untuk
menyelesaikan suatu kasus, hakim harus memperhatikan dali-dalil hukum
sebagai jural postulates sebagai berikut.
1) Hukum itu berada dalam masyarakat yang ditentukan oleh waktu dan
tempat, dan masing-masing kebudayaan mempunyai dalil hukum
sendiri-sendiri.
2) Masing-masing individu itu harus dilindungi haknya dalam upaya
memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tanggung jawab seseorang
hanya dapat dimintakan sebatas kemampuannya.
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3) Tanggung jawab seseorang dapat dimintakan terhadap kegiatannya
dalam memuaskan kepentingan yang merupakan “haknya”, yang telah
melanggar “hak” orang (individu) lain.
Bila diperhatikan konsep keberadaan dan perkembangan hukum
dalam usaha mencapai keseimbangan yang dikemukakan oleh
Kohler akan terlihat bahwa pendapatnya dilatarbelakangi oleh adanya
“stagnasi” dalam bidang peradilan yang menyebabkan timbulnya
“pesimistis” atas diterapkannya aliran Hegel (suatu aliran yang ada
sebelumnya).
Jika diperhatikan kedua ajaran tersebut, akan tampak dua kutub
yang berbeda; di satu pihak ajaran Hegel akan menyebabkan timbulnya
“stagnasi” peradilan dan “pesimistis”, aspek lainnya ajaran Kohler dengan
“interpretasi” apabila diterapkan untuk semua kasus akan menimbulkan
“ketidakpastian hukum”. Bertitik tolak dari kedua aliran tersebut,
Pound mencoba menengahi dengan memberikan alternatif baru, yaitu
mengusulkan “terminisme logika” atau determinisme positivis tidak lagi
dilakukan sehingga mengingatkan kita bahwa dalam menerapkan hukum
harus dipenuhi berbagai persyaratan.
Selanjutnya, Pound mengemukakan bahwa analogi baru dapat
dilakukan oleh hakim jika telah terjadi perubahan sosial sebelumnya.
Oleh karena itu, hakim melakukan analogi dalam mengadili kasus-kasus
yang dihadapi dengan terlebih dahulu melakukan interpretasi terhadap
kasus tersebut, sehingga hakim dapat memutus secara seimbang
(balance). Dari interpretasi analogi ini kemudian Pound menyatakan
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bahwa filsafat adalah merupakan ilmu pengetahuan tentang perubahan
masyarakat. Perubahan masyarakat timbul dari kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh masyarakat itu sendiri atau yang mungkin diperoleh
dengan mengatur hubungan-hubungan manusia ke arah bentu yang
diingini melalui kegiatan-kegiatan politik dari masyarakat itu sendiri.
Dengan demikian terlihat, Pound berpendapat bahwa selain hukum itu
dapat dijadikan sebagai pengatur hubungan masyarakat, juga dapat
dijadikan sebagai agent of social change (alat pengubah masyarakat)
sehingga hukum itu tidak tertinggal dan malah dapat dijadikan sebagai
alat untuk “mengubah” masyarakat.
Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya
sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat
dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi
seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri
si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan
(penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau
terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang
mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul
dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga
dan lingkungan.19
19Andi Hamzah, Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia.1986),hlm
64.
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Adapun faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak
pidana pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur
adalah.20
1. Faktor keinginan.
2. Faktor kesempatan.
3. Faktor lemahnya iman.
1. Faktor Keinginan
Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah: suatu kemauan
yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah
kejahatan. Misalnya seseorang yang setelah melihat suatu adegan atau
peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang
begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan tersebut21.
2. Faktor kesempatan
Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah:
suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan
yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan.
Faktor kesempatan ini biasanya banyak terdapat pada diri si korban
seperti:
- Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya, hal ini
disebabkan orang tua sibuk bekerja.
- Kurangnya pendidikan yang diberikan kepada anak-anaknya
sehingga mereka dapat melakukan kejahatan.
20Ibnu Jauzy, Ketika Nafsu Berbicara (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.2004) hlm 54.
21I b i d, hlm 55.
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3. Faktor lemahnya iman
Faktor lemahnya iman di sini merupakan faktor yang sangat
mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan.
Jika ketiga faktor itu telah terkumpul, maka perbuatan akan
terlaksana dengan mudah. Tapi apabila salah satu dari ketiga faktor
tersebut di atas tidakterpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi.
Misalnya saja apabila hanya ada faktor keinginan dan faktor lemahnya
iman, sedangkan faktor kesempatan tidak ada maka perbuatan itu tidak
akan terjadi. Demikian juga apabila hanya ada faktor kesempatan,
sedangkan faktor keinginan tidak ada serta faktor imannya ada maka
perbuatan itu juga tidak akan terjadi.
Tetapi faktor yang paling menentukan dalam hal ini adalah:
faktor lemahnya iman. Jika lemahnya iman seseorang atau iman
seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang
dapat mencegahnya.
Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
kunci yang paling utama yang dapat mencegah terjadinya suatu tindak
pidana adalah: iman. Jika iman telah ada niscaya perbuatan itu tidak akan
terjadi. Apabila hal ini terjadi juga, maka hakim harus memutuskan dan
menetapkan hukuman yang setimpal bagi si pelaku.
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D. Upaya Penanggulangan Kejahatan
Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua
pihak,baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.
Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus
mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah
tersebut.
Penanggulangan Kejahatan (Criminal Prevention) terdiri atas
3 (tiga) bagian pokok, yaitu22 :
1. Upaya Pre-Emtif.
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini ialah upaya-upaya
awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya
tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan
kejahatan secara Pre-Emtif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau
norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam
diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan
pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal
tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif,
faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan
ini berasal dari teori NKK, yaitu Niat + Kesempatan = Kejahatan.
Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas
menyala, maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu
lintas tersebut, meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga.
22 A.S.Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Refleksi, Makassar, hlm. 79-80
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Hal ini selalu terjadi dibanyak Negara, seperti Singapura, Sidney,
dan kota besar lainnya di dunia. Jadi, dalam upaya Pre-Emtif faktor niat
tidak terjadi.
2. Upaya Preventif
Upaya-upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari
upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum
terjadinya kejahatan. Dalam upaya Preventif yang ditekankan adalah
menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.
Contoh, ada orang ingin mencuri motor, tetapi kesempatan itu
dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan
motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi
kejahatan. Jadi, dalam upaya Preventif kesempatan ditutup.
Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk
mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali.
Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik
penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam
kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan
dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.
Tindak pidana pembegalan merupakan kejahatan yang tidak hanya
merampas harta bendanamun juga keberlangsungan hidup
seseorang,para pelaku tidak segan untuk melakukankekerasan demi
mendapatkan atau mempertahankan harta benda yang dicurinya.
Dalamprsoses penanggulangan kejahatan yang dilakukan Polri dalam
rangka memeliharakeamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana
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tertera pada pasal 13 Undang-UndangNomor 2 Tahun 2002,
Kepoliisian Kota Yogyakarta dapatlah di tempuh melalui 2 upaya,yaitu
upaya preventif dan upaya represif.
Melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan tokoh agama untuk
mencegahterjadinya aksi kekerasan terhadap korban pembegalan.
Memperketat pelaksanaan siskamling atau keamanan lingkungan
didaerah rawan kejahatan, pemasangan kamera CCTV di berbagai
tempat, pemasangan peringatan akan maraknya pembegalan.
Pihak Kepolisian pun melakukan operasi umum yang rutin dilakukan
setiap hari dan setiap malam melakukan kegiatan patroli pada jam rawan
begal dan ditempat-tempat rawan begal.
3. Upaya Represif
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan
secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang
tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement).
Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak
para pelaku kejahatansesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya
kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya
merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan
merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang
lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang
akanditanggungnya sangat berat.
67
Dengan berbagai cara atau taktik guna mengungkap pelakunya
untuk diproses sesuai hukum yang ada dan adanya pengendalian sosial
yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu
karena terjadinya suatu pelanggaran dengan menjatuhkan sanksi yang
sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Maka penulis dapat
menyimpulkan bahwa Kepolisian masih membutuhkan SDM yang
dikategorikan kurang misalnya:
- Tidak adanya saksi
- Kurangnya barang bukti
- Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian,serta
- Kurangnya kesadaraan masyarakat untuk mematuhi peraturan hukum
yang berlaku.
E. Peran Media Terhadap Pelaku Begal
Awal mula munculnya kata begal disebabkan oleh bahasa-bahasa
media yang dituliskan di dalam sebuah media cetak dan media social
sehingga kata begal itu sangatlah popular dibicarakan dikalangan
masyarakat. Peranan media sangat mempengaruhi terjadinya kejahatan
begal dalam masyarakat dimana media tersebut sangatlah membesar-
besarkan/melebih-lebihkan berita yang dimuat dimedia cetak dan
media sosial sehingga kejahatan begal tersebut semakin heboh
dibicarakan di kalangan masyarakat.
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Sebagimana yang sering dibicarakan setiap haridi masyarakat
munculnya kejahatan begal yang sangat meningkat yang dilakukan oleh
anak remaja dan anak dibawah umur yang  begitu anarkis dilakukan
di dalam lingkungan masyarakat.
Media cetak dan media sosial akhir-akhir ini sangat sering
membicarakan tentang kejahatan begal yang dilakukan oleh anak remaja
dan anak dibawah umur, ada beberapa kasus yang sering terjadi di dalam
masyarakat adalah kasus kejahatan yang terjadi seperti pencurian motor
dan perampasan barang milik orang lain dengan cara melakukan
kekerasan dan penganiyaan terhadap korban pelaku begal.
Maka dari itu peranan media sangat berpengaruh terhadap
kejahatan begal ini disebabkan karena media terlalu berlebihan memuat
berita tentang kejadian kejahatan begal sehingga pelaku-pelaku begal
yang baru bermunculan dan mengikuti cara-cara yang telah dilakukan
oleh pelaku-pelaku begal sebelumnya.
Maka dari itu media seharusnya tidak terlalu membesar-besarkan
berita yang dimuat di dalam berita sehingga pelaku-pelaku begal yang
baru tidak bermunculan dan mengikuti cara-cara yang sudah dilakukan
oleh pelaku-pelaku kejahatan begal yang sebelumnya.
F. Sanksi Buat Pelaku Begal
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa begal adalah salah satu
kejahatan yang saat mengancam nyawa masyarakat dan membuat
masyarakat merasa tidak nyaman dalam beraktifitas setiap waktu.
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Begal juga merupakan kejahatan yang dapat merampas barang milik
orang lain dan tidak segan-segan melakukan tindakan penganiayaan
terhadap korban begal yang mereka incar.
Kejahatan begal sebagaimana yang kita ketahui adalah kejahatan
yang merampas dan menganiaya korbannya maka dari itu kejahatan
begal ini masuk dalam kejahatan pencurian dan penganiayan seseorang
korban. Kejahatan pencurian dan penganiayan masuk dalam kitab
undang-undang hukum pidana pasal 365. Maka dari itu pelaku begal
seharusnya diberikan hukuman berat dalamhal yang mereka lakukan
terhadap kobannya.
Di dalam kitab undang-undang pidana menjelaskan bahwa
pencurian sebagaimana dikenakan pasal 362 yang berbunyi : Barang
siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama
lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.
Dan apabila kejahatan ini dilakukan dengan menggunakan
kekerasan maka pelaku akan diberikan pasal 365 menyatakan sebagai
berikut :
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud
untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau
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dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan
diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai
barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
a) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang
berjalan;
b) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu;
c) jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak
atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
d) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan
pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup
atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun,
jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1
dan 3.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis di Kota Makassar yaitu
Pengadilan Negeri Kota Makassar, Polrestabes Kota Makassar dan
Polsek Panakkukang Kota Makassar. Pertimbangan memilih lokasi
tersebut karena Pengadilan Negeri Kota Makassar, Polrestabes Kota
Makassar dan Polsek Panakkukang Kota Makassar.yang memiliki
kewenangan relatif untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan
dengan kekerasan begal yang terjadi di Kota Makassar.
B. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
a) Data Primer, yaitu data yang secara langsung didapatkan
di lapangan melalui teknik wawancara dengan Hakim
Pengadilan Negeri Kota Makassar, Polrestabes Kota Makassar
dan Polsek Panakkukang Kota Makassar.
b) Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan mengkaji
dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian baik
berupa buku-buku, data dari internet, peraturan perundang-
undangan, maupun dari sumber tertulis lainnya yang masih
berhubungan dengan objek penelitian.
72
2. Sumber Data
a) Data pada penelitian kepustakaan (library research)
Yaitu data yang diperoleh dari membaca buku-buku, literatur-
literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan
penulisan ini.
b) Data pada penelitian lapangan (field research)
Yaitu penulis turun langsung ke lapangan mewawancarai
narasumber yang menjadi sampel di penelitian ini yaitu penyidik
kepolisian, pelaku kejahatan, saksi, jaksa, dan hakim.
C. Teknik Pengumpulan Data
Lazimnya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan hal-hal
yang diteliti, peneliti menggunakan instrument sebagai berikut :
a) Wawancara, penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk
menggali dan mendalami hal-hal penting yang mungkin belum
terjangkau melalui observasi atau untuk mendapatkan jawaban
yang lebih detail atas suatu persoalan. Untuk memudahkan
pelaksanaannya, wawancara dilakukan secara terstruktur
dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide)
terhadap penyidik kepolisian, pelaku kejahatan, saksi, jaksa dan
hakim.
b) Dokumentasi yaitu penelusuran data melalui studi kepustakaan
untuk mengumpulkan data tertulis yang tidak didapatkan melalui
instrumen pengumpulan data lainnya.
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D. Analisis Data
Berdasarkan data primer dan sekunder yang telah diperoleh oleh
penulis kemudian menganalisis secara kualitatif. Penulis menggunakan
teknik deskriptif yang didasari oleh teori-teori yang diperoleh diperkuliahan
dan literatur yang ada, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan
menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana dikemukakan
diatas, kemudian hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk
penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif
yang ditemukan di lokasi penelitian.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Tingkat Kejahatan Begal Di Kota Makassar Semakin Marak
Tingkat Kejahatan di Kota Makassar semakin marak terjadi disertai
tindak pencurian dengan kekerasan atau biasa disebut begal. Hal tersebut
dikarenakan semakin beraninya pelaku pencurian dengan kekerasan
dalam melakukan aksinya tidak peduli korbannya laki-laki maupun
perempuan.
Terbentuknya suatu kelompok begal bisa disebabkan oleh
beberapa dorongan. Keinginan seseorang untuk mengelompok tidak saja
disebabkan karena mereka dekat secara spasial, namun karena mereka
berkelompok disebabkan memiliki kesamaan sikap (teori keseimbangan).
Selain itu, ada juga dorongan berkelompok yang lain.
Seseorang mengelompokkan diri dengan orang lainnya karena dorongan
praktis, misalkan demi menjaga keamanan (rasa aman), bisa juga demi
kebutuhan ekonomi atau alasan sosial praktis lainnya.
Selain itu faktor remaja terlibat dalam pelaku pencurian dengan
kekerasan tentunya sangat banyak faktor penyebab remaja terjerumus
ke dalam suatu tindakan kejahatan. Namun, salah satu penyebab utama
mengapa remaja memilih menjadi pelaku begal adalah kurangnya
perhatian dan kasih sayang orang tua. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh
terlalu sibuknya kedua orang tua mereka dengan pekerjaan, sehingga
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perhatian dan kasih sayang kepada anaknya hanya diekspresikan dalam
bentuk materi saja. Padahal materi tidak dapat mengganti dahaga mereka
akan kasih sayang dan perhatian orang tua.
Pada dasarnya setiap orang menginginkan pengakuan, perhatian,
pujian, dan kasih sayang dari lingkungannya, khususnya dari orang tua
atau keluarganya karena secara alamiah orang tua dan keluarga memiliki
ikatan emosional yang sangat kuat. Pada saat pengakuan, perhatian, dan
kasih sayang tersebut tidak mereka dapatkan di rumah, maka mereka
akan mencarinya di tempat lain. Salah satu tempat yang paling mudah
mereka temukan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah
di lingkungan teman sebayanya. Sayangnya, kegiatan-kegiatan negatif
kerap menjadi pilihan anak-anak broken home tersebut sebagai cara
untuk mendapatkan pengakuan eksistensinya.
Faktor lain yang juga ikut berperan menjadi alasan mengapa
remaja saat ini memilih menjadi begal adalah kurangnya sarana atau
media bagi mereka untuk mengaktualisasikan dirinya secara positif.
Remaja pada umumnya, lebih suka memacu kendaraan dengan
kecepatan tinggi.Namun, ajang-ajang lomba balap yang legal sangat
jarang digelar. Padahal, ajang-ajang seperti ini sangat besar manfaatnya,
selain dapat memotivasi untuk berprestasi, juga sebagai ajang aktualisasi
diri. Karena sarana aktualisasi diri yang positif ini sulit mereka dapatkan,
akhirnya mereka melampiaskannya dengan aksi ugal-ugalan di jalan
umum yang berpotensi mencelakakan dirinya dan orang lain.
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Di samping itu peran keluarga amat dibutuhkan untuk mengontrol
tindakan para remaja ini, kurangnya perhatian merupakan salah satu
penyebab mereka melakukan penyimpangan ini karna sebagian besar
remaja adalah produk hasil dari broken home.
Menurut Kartini Kartono, motif yang mendorong anak remaja
melakukan tindak kejahatan dan kedursilaan yang dalam hal ini adalah
kejahatan yang dilakukan
- Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan
-Meningkatkan agresivitas dan dorongan seksual
-Salah asuh dan salah didik orangtua, sehingga anak menjadi manja dan
lemah  mentalnya.
- Hasrat unutk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan
kesukaan untuk meniru-niru.
-Kecenderungan pembawaan yang patologis atau tidak normal
-Konflik batin sendiri, dan kemudian mengunakan mekanisme pelarian diri
serta pembelaan diri yang irrasional.
Pendekatan Teori Sosiologi Hukum yang Digunakan Untuk Begal
a.Teori kontrol sosial
Menyatakan bahwa pengertian teori kontrol sosial atau
control theory merujuk kepada pembahasan delikuensi dan kejahatan
yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara
lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok yang dominan.
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Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda
dengan teori kontrol lainnya. Pemunculan teori kontrol sosial ini
diakibatkan tiga ragam perkembangan kriminologi. Ketiga ragam
perkembangan yang dimaksud yaitu: pertama, adanya reaksi terhadap
orientasi labelling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang
tingkah laku kriminal. Kriminologi konserfatif (sebagaimana teori ini
berpijak) kurang mnyukai kriminologi baru atau new criminology dan
hendak kembali kepada subjek semula, yaitu: penjahat.
Kedua, munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru
yang telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih
pragmatis dan beroreintasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah
dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku
anak/remaja, yakni self report survey.
Pendapat Reiss, bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial dalam
menjelaskan kenakalan anak/remaja diantaranya yaitu:
• kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak
•hilangnya kontrol tersebut
• tidak adanya norma-norma sosial atau konflik dimaksud (di sekolah,
orang tua, atau lingkungan dekat)
b.Teori Anomie
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya teori anomie adalah
suatu keadaan, dimana dalam suatu masyarakat, tidak adanya
kesempatan, adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai
sebuah tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan
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masyarakat menjadi frustasi; terjadinya konflik; adanya ketidakpuasan
sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur-berantakan
yang tidak didasarkan kepada norma yang berlaku.
Dalam pandangan saya, yang menjadi titik penting dari teori ini
adalah tidak adanya kesempatan dan perbedaan struktur kesempatan
untuk mencapai sebuah tujuan (cita-cita). Sebagai orang yang juga
pernah mengalami masa-masa SMP dan SMA, penulis juga merasakan
bahwa adanya tekanan untuk menjadi tenar dikalangan anak-anak
lainnya. Keadaan yang menghendaki diri kita dihargai oleh orang lain dan
dianggap berarti dan penting.
Banyak cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.
Diantara banyak cara tersebut adalah cara-cara yang ditempuh oleh
anggota geng motor tersebut. Mereka menganggap dengan menjadi
anggota geng motor, mereka ingin menambah teman, ingin merasa aman,
ingin disebut gaul, dan mudah mendapatkan perempuan.
Dengan pendekatan Teori anomie ini, kita dapat tahu bahwa
cara-cara untuk mencapai tujuan dari anggota geng motor tersebut,
adalah cara-cara yang tidak tepat.
Untuk menangani juvenile delinquency dalam hal ini  dalam
perspektif sosiologi hukum, diperlukan partisipasi dari semua komponen
masyarakat yang ada mulai dari lingkungan rumah, lingkungan
bertetangga, lingkungan sekolah, pemerintah bahkan aparat kepolisian.
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Dalam menangani tindakan pencurian dengan kekerasan pihak
kepolisian telah menempuh jalan yang preventif antara lain:
• Mengadakan operasi terhadap kendaraan bermotor setiap malam
minggu di daerah-daerah yang dianggap rawan kejahatan begal
• Melakukan patroli setiap malam.
• Memberikan penyuluhan terhadap anank-anak sekolah dengan
mengirimkan perwakilan dari pihak kepolisian untuk menjadi pembina
upacara di sekolah yang ada di Makassar.
Upaya represif yaitu dengan melakukan penindakan terhadap
pelaku begal yang melakukan tindak pidana, baik itu tindak pidana dalam
bentuk kejahatan maupun tindak pidana dalam bentuk pelanggaran berat.
Selain itu masyarakat, pemerintah dan pihak kepolisian Makassar
bersama-sama mengambil langkah penolakan terhadap Geng Motor.
Hal ini dapat dilihat dengan spanduk dan baliho yang bertuliskan larangan
juga cercaan terhadap Geng Motor di sejumlah daerah perumahan padat
penduduk di Makassar.
1. Kelalaian Faktor kelalaian menjadi penyebab utama terjadinya
kejahatan begal di kota Makassar. Hal ini disebabkan karena
pengendara kurang berhati-hati dalam mengamankan barang
bawaannya, sehingga dapat memancing seseorang melakukan suatu
kejahatan. Dari kelalaian pengendara tersebut timbullah kesempatan
bagi seseorang untuk melakukan kejahatan begal di 41 kota Makassar.
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2. Kurang Waspada Faktor kedua masih berkaitan dengan faktor pertama,
yaitu kurang waspada. Menurut Inspektur Syamsul Alam,
kurang waspadanya pengendara menjadi faktor selanjutnya sehingga
seseorang dapat menjadi korban kejahatan begal dengan mudah.
Karena dengan kurang waspada menyebabkan seseorang terkadang
tidak menyadari bahwa hal tersebut bisa saja menjadi penyebab dirinya
menjadi korban.
3. Kurangnya pengawasan ketika berkendara pada malam hari.
Faktor ketiga seseorang dapat menjadi korban kejahatan begal yaitu,
kurangnya pengawasan ketika berkendara pada malam hari.
Faktor terakhir menurut Brigpol Riswandi adalah karena seringnya
pengendara keluar malam sendirian tanpa adanya pengawasan dan
tidak sadar melintasi jalan yang sedang sepi.
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Berikut penulis akan memaparkan data pencurian dengan
kekerasan di kota Makassar yang terdiri dari atas jumlah kasus yang
dilaporkan dan kasus yang diselesaikan sebagaimana yang penulis
dapatkan dari hasil penelitian di POLRESTABES Makassar, POLSEK
PANAKKUKANG Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1.
Jumlah Kasus Pencurian dan Kekerasan di Kota Makassar
Tahun 2015-2016 yang dilaporkan dan kasus yang selesai
No Tahun Jumlah laporan Kasus yang selesai
1 2015 313 190
2 2016 196 74
Jumlah 509 264
Sumber data : Polrestabes Makassar Tahun 2015 dan
Polsek Panakkukang Makassar Tahun 2016
Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus pencurian
dengan kekerasan di kota Makassar yang dilaporkan serta kasus yang
selesai, selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan akan tetapi justru
pada tahun 2016 mengalami penurunan tingkat kejahatan dengan
kejahatan. Apabila diuji maka dapat dijabarkan bahwa pada tahun 2015
sebanyak 313 kasus dan yang diselesaikan 190 kasus, dan pada tahun
2016 sebanyak 196 kasus dan kasus yang diselesaikan 74 kasus.
Dapat dilihat dari kedua kolom di atas bahwa ada perbedaan signifikan
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antara jumlah kasus yang dilaporkan dan yang dapat diselesaikan,
yang dapat diselesaikan tidak ada yang sesuai dari jumlah kasus yang
dilaporkan tiap tahunnya.
Berdasarkan wawancara dengan Polrestabes Makassar Aiptu
Resky Yospiah (wawancara 22 Februari 2016) hal yang melatarbelakangi
perbuatan begal cenderung melanggar hukum karena pelaku begal
di pengaruhi minuman keras sebelum melakukan aksi pencurian dengan
kekerasan dengan menggunakan senjata tajam parang. Parang adalah
senjata tajam yang terbuat dari besi biasa bentuknya relatif sederhana
tanpa pernak pernik. Kegunaanya adalah sebagai alat potong atau
alat tebas (Terutama semak belukar) kala penggunanya masuk hutan.
Parang juga digunakan untuk pertanian. Dalam keadaan mabuk pelaku
tidak segan melukai korbannya agar mendapatkan barang milik
korbannya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Polisi sektor Panakkukang
Makassar Inspektor Syamsul Alam (wawancara 21 Oktober 2016)
hal yang melatarbelakangi perbuatan begal cenderung melanggar hukum
karena pelaku begal dipengaruhi faktor ekonomi  yang rendah,
lingkungan pergaulan tidak sehat, bahkan ada pula hanya ingin butuh
uang untuk bermain playstation dan ingin memiliki telfon genggam modern
masa kini.
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Untuk penelitian lebih lanjut penulis melakukan pengumpulan data
usia pelaku kasus pencurian dengan kekerasan di kota Makassar yaitu:
Tabel 2
Usia Pelaku Pencurian dan Kekerasan di kota Makassar Tahun 2015-2016
No. Usia Pelaku Frekuensi Persentase (%)
1.
2.
3.
4.
5.
12-14
15-23
24-30
31-40
>41
2
11
7
-
-
10%
60%
30%
-
-
Sumber data: Polrestabes Makassar 2015 dan Polsek Panakkukang
Makassar 2016
Tabel di atas menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan
pencurian dan kekerasan adalah pelaku yang berumur antara
15-23 tahun. Sehubungan dengan usia pelaku, manusia sejak kecil hingga
lanjut usia selalu mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan
baik jasmani maupun mental. Hasil penyelidikan para sarjana terbukti
bahwa pada tiap-tiap tingkatan umur mempunyai perubahan-perubahan
dan perkembangannya masing-masing karena usia yang masih
muda/belum matang cara berpikirnya sehingga perbuatan-perbuatannya
terkadang menyimpang atau melanggar hukum karena ingin memiliki
sesuatu tetapi belum mampu untuk mendapatkannya sebab dipengaruhi
Jumlah 20 100%
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oleh pendapatan yang rendah, Usia yang masih muda apabila
keinginannya tidak terpenuhi maka mereka akan mengambil jalan pintas
yakni melakukan kejahatan pencurian.
Berikut hasil dari wawancara penulis dengan inspektor Syamsul
Alam Kaploskek Panakkukang Makassar , perhitungan pendapatan pelaku
curas penulis ukur dengan mengakumulasikan jumlah pendapatan
para pelaku curas dimana tingkat pendapatan rendah yaitu Rp. 300.000
sedangkan pendapatan tinggi adalah Rp. 12.000.000 dari hasil rampasan
sepeda motor . Berikut hasil data yang penulis gambarkan dengan tabel :
Tabel 3
Tingkat Pendapatan Pelaku Pencurian  dengan Kekerasan
di KotaMakassar Tahun 2016
No Tingkat Pendapatan Frekuensi Presentase
1. Rendah (≤ 300.000) 14 80%
2 Sedang (500.000-
10.000.000)
5 15%
3 Tinggi (≥ 12.000.000) 3 5%
Sumber Data: Polsek Panakkukang Makassar 2016
Pada tabel ke-3 penulis menemukan hasil dari wawancara dari
pihak kepolisian yakni berpendapatan rendah sekitar kurang dari
Rp. 300.000 dalam melakukan pembegalaan sebanyak 14 orang atau
sekitar 80% sedangkan yang berpendapatan sedang Antara Rp.500.000
s.d. Rp. 10.000.000 dalam sekali melakukan pembegalan dengan hasil
rampasan handphone Samsung Galaxy S7 Edge berjumlahkan 5 orang
Jumlah 22 100%
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atau sekitar 15% dan berpendapatan paling tinggi yakni Rp. 12.000.000
dari hasil pembegalaan 1 unit sepeda motor berjumlahkan 3 orang atau
sekitar 5%.
Tabel 4
Data Hasil Putusan Perkara Pencurian yang Dilakukan oleh Anak
di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2011-2015
No Tahun Jumlah Keterangan
1 2011 85 Putus
2 2012 105 Putus
3 2013 102 Putus
4 2014 109 Putus
5 2015 103 Putus
Sumber data : Pengadilan Negeri Makassar 2016
Data putusan di tahun 2016 belum direkap oleh Pengadilan Negeri
Makassar, sehingga data tidak dilampirkan.
Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pelaku kejahatan dengan
kekerasan yang dilakukan oleh anak sangat memperihatinkan. Hal ini juga
dapat dilihat factor penyebabnya anak melakukan tindakan kejahatan
yaitu faktor pendidikan yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan
masyarakat. Bekal pendidikan yang baik ada kemungkinan dapat
mencegah tingkah laku jahat karena faktor pendidikan ini penulis anggap
penting disoroti karena menurut bapak Mustari, SH selaku pegawai
Pengadilan Negeri Makassar mengatakan bahwa sebagian besar pelaku
Jumlah 504 Putus
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pencurian dengan kekerasan yang ada dalam data putusan hakim adalah
mereka yang tergolong dalam pendidikan minim (rendah).
Salah satu penyebab lain maraknya kejadian kejahatan begal yaitu
dijual bebasnya senjata tajam di kota Makassar misalnya;
a. Badik
Badik merupakan senjata khas masyarakat Bugis Makassar.
Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga
berfungsi sebagai senjata dalam melakukan suatu kejahatan.
Berfungsi pula sebagai alat untuk melakukan pekerjaan rumah tangga,
sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang gaib. Bagi masyarakat
Bugis Makassar badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, sepertinya
kurang lengkap apabila bepergian tanpa badik di pinggangnya.
b. Keris
Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat, digunakan
sebagai barang pusaka atau barang kuno/barang gaib. Senjata ini
jarangdigunakan untuk melakukan suatu kejahatan dan hanya digunakan
oleh orang-orang tertentu saja dan pada waktu tertentu, misalnya :
- Upacara perkawinan
- Upacara pelantikan raja
- Pada waktu pengambilan sumpah
c. Tombak
Tombak dalam bahasa Makassar disebut juga “POKE” adalah
senjata tajam yang bentuknya panjang yang ujungnya runcing dan tajam.
Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu
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pekerjaan, biasanya digunakan untuk berburu. Tombak dahulu kala sering
digunakan dalam upacara-upacara adat, namun sekarang tak jarang
digunakan melakukan suatu perbuatan delik.
d. Celurit
Jenis senjata tajam ini berbentuk pipih dan melengkung yang
bagian permukaanya tajam. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi
sebagai alat untuk melakukan pekerjaan di ladang. Tidak jarang juga jenis
senjata tajam ini pula digunakanuntuk melakukan suatu perbuatan jahat.
e. Kapak
Kapak atau kadang disebut kampak adalah sebuah alat yang
biasanya terbuat dari logam, bermata yang diikat pada sebuah tangkai,
biasanya dari kayu. Kapak adalah salah satu alat manusiayang sudah tua
usianya, sama umurnya saat manusiapertama kali membuat alat dari batu
dan kayu. Zaman dahulu kapak dibuat dari batu pada zaman batu dan
pada saat zaman besi lalu dibuat dari besi. Kapak sangat berguna dan
penggunaannya cukup luas dimulai dari sebagai perkakas pemotong kayu
sampai sebagai senjata perang.
f. Anak panah (busur)
Anak panah atau kadang disebut busur adalah sebuah alat yang
biasanya terbuat dari paku bekas yang berukuran 7cm atau terali bekas
sepeda motor , biasanya alat ini digunakan untuk menangkap ikan dengan
cara memanahnya dan menggunakan alat bantu ketapel karet.
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B. Putusan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Begal
Gambaran Umum Putusan Pengadilan No. 10/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks
Para Pihak :
Dalam Putusan No. 10/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks, para pihak
yang terlibat adalah terdakwa laki-laki  terdakwa 1. Ian Ramadhan Bin
Muhlis 2.Mahpul Bin Mas Dulhak alias Ipul Zaenit, korban perempuan atas
nama  Najma Nur Mawaddah binti Muh.Darwis, saksi I, yaitu Najma Nur
Mawaddah binti Muh.Darwis, saksi II yaitu Basri, dan saksi III yaitu
Muh.Ruslan.
Kronologis/Duduk Perkara :
Sesuai dengan putusan ini, dimana kasus ini terjadi berawal dari
adanya perbuatan “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan
Memberatkan”. Bahwa pada hari senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar
jam 15.00 wita, klien bersama dengan temannya yang bernama
Lk. Ipul Zaini meminjam sepeda motor temannya  yang bernama
Lk. Rezki, untuk pergi ke Antang Kassi dengan maksud meminta uang,
setelah klien pulang dari Antang Kassi klien dibonceng oleh Lk. Ipul Zaini
pulang ke jalan Maccini meminta uang kepada omnya Lk. Ipul Zaini,
kemudian selanjutnya sekitar jam 18.30 wita klien berboncengan lagi
dengan Lk. Ipul Zaini meninggalkan Maccini menuju rumah kos temannya
yang beralamat di jalan Veteran.
Sesuai dengan putusan ini, dimana kasus ini terjadi berawal dari
adanya perbuatan “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan
Memberatkan”. bahwa Pada hari senin tanggal 05 januari 2015 sekitar jam
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15.00 Wita lelaki IPUL ZAENIT meminjam sepeda motor lelaki RESKI
untuk bersama saya dengan lelaki IPUL ZAENIT kekampung antang Kassi
dengan maksud memita uang lalu saya kembali di bonceng oleh lelaki
IPUL ZAENIT kembali ke maccini meminta uang di omnya, disekitar jam
18.30 wita saya bersama sama dengan lelaki IPUL ZAENIT meninggalkan
meninggalkan maccini dengan tujuan kerumah kerumah kos teman Lelaki
IPUL ZAENIT di jl. Manuruki Vl kec. Tamalate Makassar,
melalui jl. Veteran sementara saya sedang dibonceng oleh lelaki IPUL
ZAENIT pada saat itulah lelaki IPUL ZAENIT mengajak saya untuk
melakukan pencurian " Jambret " disekitar jam 20 : l5 wita setelah saya
tiba di ujung perlimaan baeng baeng lelaki IPUL ZAENIT langsung
mengatakan pada saya itu sana perempuan yang kita akan ambil tasnya
yang disimpan didepan yang menggunakan sepeda motor metik merek
mio Soul GT warna ungu hitam dan pada saat itulah lelaki IPUL ZAENIT
mengikuti perempuan tersebut dari arah pasar pa'baeng baeng sekitar jam
20 30. Wita setelah tiba di jl. Sultan alauddin tepatnya tidak jauh dari
masjid Al Abrar pada saat itulah dari arah belakang sebelah kiri lelaki
IPUL ZAENIT mendempetkan sepeda motomya pada saat melihat
suasana lagi sunyi lalu saya dengan mempergunakan tangan kanan saya
menarik tas perempuan NAJMA NUR MAWADDAH yang tersimpan
didepan dekat pahanya setelah saya berhasil mengambil tas milik
perempuan. NAJMA NURMAWADDAH maka lelaki IPUL menancap
sepeda motor dengan maksud melarikan diri namun saya diburu oleh
Perempuan NAJMA NUR MAWADDAH lalu ditendang oleh korban pada
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itu saya dan perempuan NAJMA NUR MAWADDAH terjatuh dan pada
saat saya bersama dengan lelaki IPUL ZAENIT melarikan diri
meninggalkan motor dan pada saat itu juga saya tertangkap oleh massa
bersama dengan bukti 1 (satu) buah tas warna Crem berisikan
Dompet berwarna crem yang berisi 1(satu) lembar Kartu ATM BANK
MANDIRISYARIAH berisikan uang kurang lebih 13.000.000 (tiga belas
juta rupiah), 1 (satu) lembar) STNK Motor DD 3785 LO, "C" uang tunai
sebesar Rp. 300.000 (Tigaratus ribu rupiah) lalu diserahkan ke saya.
Kekantor polisi bersama dengan barang bukti 1 (satu) buah tas
warna crem berisikan Dompet wama crem yang berisikan l (satu) lembar
Kartu ATM BANK MANDIRI SYARIAH berisikan uang kurang lebih
Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), 1 (satu) lembar) STNK Motor
DD 3785 LO, SlM "C”, uang tunai sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu
rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Vino warna pink
DD 5457 VZ yang saya pergunakan bersama-sama dengan lelaki
lPUL ZAENIT untuk diproses lebih lanjut.
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Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :
Penuntut umum, setelah membaca berkas perkara dan surat-surat,
mendengar keterangan saksi dan terdakwa dan telah memperhatikan
barang bukti yang diajukan di persidangan, dan juga mendengar tuntutan
jaksa penuntut umum dalam Requistoirnya yang telah dibacakan pada
saat siding dilaksanakan, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim/
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan Terdakwa 1. IAN RAMADHAN BIN MUHLIS
2. M.SYAHRUL MAHPUL BIN MAS DULHAK Aiias IPUL ZAENIT
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
.”Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu
dengan pidana penjara : Terdakwa I selama 7 (tujuh) Bulan dan
Terdakwa II. 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijjatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor
YamahaVino warna merah Pink DD 5457 VZ dikembalikan kepada IAN
RAMADHAN BIN MUKHLIS, 1 (satu) buah tas selempangan warna
crem, 1 (satu) buah dompet warna crem, 1 (satu) lembar ATM Mandiri
Syariah, 1 (satu) Iembar STNK Motor DD 3785 LO atas nama
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NAJMA NUR MAWADDAH, 1 (satu) lembar SIM C atas nama
NAJMA NUR MAWADDAH, uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu
rupiah) dikembalikan kepada NAJMA NUR MAWADDAH;
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing
masing sebesar Rp,2000,- (Dua ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal pada hari SELASA tanggal
10 Februari 2015 oleh SUPARMAN NYOMPA, SH.MH sebagai Hakim
tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan
yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut diatas,
dibantu oleh SURHATTA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Makassar, dengan dihadiri oleh HELMY TAMBUKU, SH sebagai Jaksa
Penuntut Umum dan para Terdakwa .
Berikut beberapa keterangan dari saksi;
Saksi I : NAJMA NUR MAWADDAH bintl MUH. DARWIS
Saksi jelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal
5 Januari 2015 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di Jl. Sultan alauddin
tepatnya tidak jauh dari masjid Al-Abrar kec. Tamalate Makassar.
Saksi, jelaskan bahwa pelaku pada saat itu sebanyak 2 (dua) orang yang
berboncengan dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Vino warna
pink DD 5457 FZ..dan saksi ketahui pelaku bernama IAN RAMADHAN
setelah saksi bertemu di kantor polisi sedangkan temannya, saksi tidak
ketahui.
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Saksi jelaskan bahwa Barang milik saksi yang berhasil diambil oleh pelaku
adalah sebuah tas warna Crem berisikan Dompet warna Crem di dalam
Dompet berisikan Kartu ATM BANK MANDIRI SYARIAH berisikan uang
kurang lebih Rp.13.000.000 (tiga belas juta ruplah), SIM "C",
STNK Motor DD 3785 LO, kartu mahasiswa,uang tunai sebesar
Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah)
Saksi II : Basri
saksi jelaskan bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap
pelaku pencurian (Jambret) pada hari senin tanggal 5 januari 2015 sekitar
jam 21.00 Wita pada saat Lk. IAN RAMADHAN terlebih dahulu ditangkap
oleh massa dan diamankan di Polsek Rappocini sesaat setelah
melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) di jl. Sultan alauddin
tidak jauh dari mesjid Al-Abrar Makassar, dan pada hari sabtu tanggal
10 januari 2000 Lima belas, sekitar jam 12.55 wita pada saat lelakl M.
SYAHRUL MAHPUL Alias IPUL ZAENIT menyerahkan diri kekantor
polsek Tamalate untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya .
Saksi III : Muh Ruslan
Saksi jelaskan bahwa awalnya pada hari senin tanggal 5 januari 2015
sekitar jam 21.00 Wita sementara saksi bersama sama dengan lelaki
BASRI melakukan Penyelidikan disekitar jl. Sultan Alauddin Makassar
pada saat itu saksi dan teman saksi Lk. BASRI mendengar informasi dari
Masyarakat bahwa di jl. Sultan alauddin tidak jauh dari masjid Al-Abrar
terjadi jambret, sedangkan pelakunya bersama barang bukti telah
diamankan di polsek rappocini dan pada saat itu juga saksi bersama sama
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dengan teman saksi lk. BASRI langsung menuju kepolsek rappocini dan
pada saat itu saksi mengetahui bahwa pelaku jambret bernama
Lk. IAN RAMADHAN selanjutnya pelaku saksi bawa kekantor polsek
tamalate untuk diperoses lebih lanjut bersama dengan barang buti 1 (satu)
unit sepeda motor merek Yamaha Vino warnah Pink DD 5457 VZ dan
1 (satu) buah tas warna Crem berisikan Dompet warna crem yang
berisikan 1(satu) lembar Kartu ATM BANK MANDIRI SYARIAH berisikan
uang kurang lebih Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) 1 (satu) lembar)
STNK Motor DD 3785 LO, SIM “C” uang tunai sebesar Rp. 300.000
(Tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari sabtu tanggal 10 januari 2015 telah
dilakukan penangkapan terhadap Lk. M. SYAHRUL MAHPUL Alias IPUL
ZAENIT setelah lelaki M. SYAHRUL MAHPUL Alias Ipul ZAENIT datang
kekantor polsek tamalate menyerahkan diri untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan kejadian tersebut lelaki
IAN RAMADHAN, dan Lelaki M. SYAHRUL MAHPUL Alias IPUL ZAENIT
dilakukan penangkapan untuk diperoses lebih lanjut.
Dapat saya jelaskan bahwa Pada hari senin tanggal 05 januari 2015
sekitar jam 15.00 Wita lelaki IPUL ZAENIT meminjam sepeda motor lelaki
RESKI untuk bersama saya dengan lelaki IPUL ZAENIT kekampung
antang Kassi dengan maksud memita uang lalu saya kembali di bonceng
oleh lelaki IPUL ZAENIT kembali ke maccini meminta uang di Omnya,
disekitar jam 18.30 wita saya bersama sama dengan lelaki IPUL ZAENIT
meninggalkan meninggalkan maccini dengan tujuan kerumah kerumah
kos teman Lelaki IPUL ZAENIT di jl. Manuruki Vl kec. Tamalate Makassar,
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melalui jl. Vetran sementara saya sedang dibonceng oleh lelaki IPUL
ZAENIT pada saat itulah lelaki IPUL ZAENIT mengajak saya untuk
melakukan pencurian " Jambret " disekitar jam 20 : l5 wita setelah saya
tiba di ujung perlimaan baeng baeng lelaki IPUL ZAENIT langsung
mengatakan pada saya itu sana perempuan yang kita akan ambil tasnya
yang disimpan didepan yang menggunakan sepeda motor metik merek
mio Sol GT warna ungu hitam dan pada saat itulah lelaki IPUL ZAENIT
mengikuti perempuan tersebut dari arah pasar pa'baeng baeng sekitar jam
20.30. Wita setelah tiba di jl. Sultan alauddin tepatnya tidak jauh dari
mesjid al abrar pada saat itulah dari arah belakang sebelah kiri lelaki IPUL
ZAENIT mendepetkan sepeda motomya pada saaat melihat suasana lagi
sunyi lalu saya dengan mempergunakan tangan kanan saya menarik tas
perempuan NAJMA NUR MAWADDAH yang terslmpan dldepan dekat
pahanya setelah saya berhasil mengambil tas milik perempuan.
NAJMA NURMAWADDAH maka lelaki IPUL menancap sepeedvam motor
dengan maksud melarikan diri namun saya diburu oleh Perempuan
NAJMA NUR MAWADDAH lalu ditendang oleh korban pada itu saya dan
perempuan NAJMA NUR MAWADDAH terjatuh dan pada saat saya
bersama dengan lelaki IPUL ZAENIT melarikan diri meninggalkan motor
dan pada saat itu juga saya tertangkap oleh massa bersama dengan bukti
1 (satu) buah tas warna Crem berisikan Dompet warna crem yang beri
1(satu) lembar Kartu ATM BANK MANDIRISYARIAH berisikan uang
kurang lebihRp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) 1 (satu) lembar) STNK
Motor DD 3785 LO, "C" uang tunai sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu
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rupiah) lalu saya diserahkankekantor polisi bersama dengan barang bukti
1 (satu) buah tas warna crem berisikan Dompet wama crem yang
berisikan l (satu) lembar Kartu ATM BANK MANDIRI SYARIAH berisikan
uang kurang lebih Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) 1 (satu) lembar
STNK Motor DD 3785 LO, SlM "C” uang tunai sebesar Rp. 300.000
(Tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha
Vino warna pink DD 5457 VZ yang saya pergunakan bersama sama
dengan lelaki lPUL ZAENIT untuk diperoses lebih lanjut.
Pertimbangan Hukum Hakim :
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan,
maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana
yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, maka perlu
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang
meringankan sebagai berikut :
Hal-hal Yang memberatkan :
 Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
 Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
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Hal-hal yang meringankan
 Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji
tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
 Terdakwa tulang punggung keluarga ;
 Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbuki
bersalahdan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus membayar biaya
perkara yangjumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar
putusan ini.
AKIBAT YANG DITIMBULKAN OLEH PERBUATAN KLIEN;
A. Terhadap Diri Klien
Akibat perbuatan klien ikut serta melakukan pencurian/Jamret
bersama dengan temannya ditangkap  oleh massa dan diserahkan
kepada yang berwajib untuk ditahan sehingga untuk sementara
tidak lagi bersekolah.
B. Terhadap Keluarga
Akibat dari perbuatan yang dilakukan klien tersebut terhadap
keluarganya keluarga klien merasa kaget dan prihatin atas
perbuatan klien serta tidak menyangka bahwa klien (anaknya) akan
berbuat seperti itu dalam hal ini melakukan pencurian/Jamret
bersama dengan temannya yang akhirnya tertangkap dan diproses
secara hukum, oleh karena itu adanya perbuatan klien,
maka orang tua tidak bisa berbuat apa-apa melainkan
mengharapkan kepada penegak hukum agar nantinya klien dapat
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diberi hukuman yang ringan atau dikembalikan kepada orang
tuanya dengan aturan Undang-Undang Sistem Peradilan anak
yang pelaksanaannya Dideversi sampai ditingkat penjidikan.
C. Terhadap Korban
Didalam masalah ini korban merasa keberatan atas perbuatannya
yang dapat merugikan dirinya oleh karena itu korban
mengharapkan di proses secara hukum.
D. Terhadap Lingkungan Masyarakat
Masyarakat dilingkungan tempat tinggal klien perihatin atas
tertangkapnya klien berteman dan di proses secara hukum akibal
perbuatannya yang melakukan pencurian bersama dengan
temannya dengan cara klien merampas tas milik korban,
oleh karena itu masyarakat mengharapakan kepada orang tuanya
agar klien dapat di bina dengan baik dan selalu dinasehati agar
klien tidak lagi melakukan perbuatan yang sama untuk kedua
kalinya, karena perbuatan klien itu adalah perbuatan yang
meresahkan masyarakat.
KONDISI KELUARGA;
A. Riwayat Pernikahan Orang Tua
Orang tua klien melangsungkan pernikahannya di Makassar pada
tahun 1996, dengan dasar suka sama suka dan direstui pula oleh
keluarga masing-masing dan atas perkawinan tersebut, orang tua
klien dikaruniai 3 (tigal orang anak).
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B. Pola Pengasuhan Orang Tua Terhadap Klien
Pada saat klien masih bayi hingga lahir dengan normal,
klien diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya dengan pola hidup
sabagai anak seorang Janda sehingga klien tidak terkontrol dengan
baik sehingga klien selalu bergaul sembarang orang akhirnya klien
ikut-ikutan melakukan kejahatan yaitu pencurian dalam hal ini
Jambret terhadap korban.
C. Hubungan sosial orang Tua / Keruarga dengen Masyarakat
Keluarga klien dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat
di sekitarnya, hubungan keluarga klien dengan masyarakat berjalan
cukup baik, rukun dan damai serta saling membantu bila ada warga
masyarakat yang membutuhkan bantuan dan saling mendukung
bila ada kegiatan baik bersifat keagamaan maupun kegiatan sosial
kemasyarakatan lainnya apa lagi orang tua (Ayah) klien
di lingkunganya termasuk Masyarakat yang baik.
D. Keadaan Ekonomi Keluarga
Keadaan ekonomi orang tua klien termasuk ekonomi menengah
kebawah orang tua (Ibu) klien adalah seorang servis keliling
di Kantor UNHAS Makassar yang masih aktif dengan demikian
orang tua dapat memenuhi semua kebutuhan klien, termasuk biaya
sekolah klien.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini :
1. Setelah dilakukan penelitian, penulis mendapat kesimpulan bahwa
faktor yang sering menyebabkan terjadinya kejahatan begal yakni
faktor ekonomi, faktor pendidikan yang kurang cukup,
faktor lingkungan, dan faktor lengahnya aparat penegak hukum dalam
mengawasi dan mengamankan kondisi jalan raya terutama pada
malam hari.
2. Dalam hal ini pengadilan sering menggunakan pasal 362 KUHP untuk
menjatuhkan vonis untuk tersangka pelaku pembegalan. Dan pidana
dapat diberatkan jika perbuatan yang dilakukan dapat meresahkan
masyarakat dan merugikan saksi serta dapat pula diringankan jika
terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa merupakan tulang
punggung keluarga, serta sopan dalam persidangan.
B. Saran
1. Saran dalam penelitian ini adalah agar selalu waspada dan berhati-
hati terhadap lingkungan di sekitar Anda. Jangan mudah percaya
terhadap orang baru dikenal. Karena di zaman yang serba modern ini
banyak orang yang merasa kekurangan terhadap kebutuhan materil
sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebutuhan
tersebut.Oleh sebab itu, perlu adanya kewaspadaan masyarakat dan
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kesiagaan pihak polisi. Kalau tidak perlu atau penting, tidak usah
bepergian sendiri jam 10 malam. Lokasi yang rawan terjadi
pembegalan biasanya di tempat sepi dan tanpa penerangan.
2. Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulanginya adalah guru,
orang tua siswa, masyarakat, dan pemerintah harus bergandeng
tangan untuk menyediakan fasilitas sebagai tempat penyaluran energi
remaja yang tengah tumbuh kembang. Selain menyediakan fasilitas
bagi remaja untuk menyalurkan energinya kearah positif, yang harus
dilakukan adalah pendidikan karakter. Orang tua pun harus terus
memantau ataupun mengawasi semua kegiatan anaknya. Dengan ikut
berperannya orang tua diharapkan dapat mencegah anak-anak
tersebut menjadi pelaku begal yang sangat meresahkan masyarakat.
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